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ABSTRAK 

Pertumbuhan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah di 

Purbalingga mengalami kenaikan sejak adanya pandemi Covid-19. Fenomena 

Covid-19 merupakan fenomena yang berasal dari Wuhan Cina yang menyebar 

keseluruh dunia termasuk ke Indonesia. Tidak dipungkiri dengan adanya virus 

corona menyebabkan perubahan akan sistem, aturan serta adaptasi dan kebiasaan 

yang dilakukan oleh masyarakat. Pandemi ini yang menyebabkan pembiayaan 

bermasalah dan penurunan keberhasilan dalam usaha nasabah. Adanya masalah ini 

tidak dipungkiri oleh lembaga keuangan syariah yang masih bisa bertahan dengan 

strategi masing-masing. Penelitian ini berfokus pada upaya untuk menjawab 

masalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah 

dan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut di BMT 

Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi dengan objek penelitian di BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. Berdasarkan analisis data yang 

dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga berasal dari 

faktor internal, yakni kurangnya ketelitian dan kurangnya sumber daya manusia 

(kemampuan dalam pembiayaan) dan faktor eksternal, yakni nasabah yang 

mengalami musibah dan mementingkan keperluan pribadi. Strategi yang digunakan 

untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut adalah dengan cara pendekatan 

kepada nasabah, restrukturisasi angsuran pembiayaan, pelelangan barang jaminan, 

dan melalui jalur litigasi di pengadilan agama atau Basyarnas-MUI.  

Kata kunci: Pembiayaan bermasalah, pembiayaan musyarakah, restrukturisasi. 
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ABSTRACT 

   The growth of non-performing financing at Islamic financial institutions in 

Purbalingga has increased since the Covid-19 pandemic. The Covid-19 

phenomenon is a phenomenon that originated in Wuhan, China, which has spread 

throughout the world, including Indonesia. It is undeniable that the corona virus 

causes changes to the system, rules and adaptations and habits carried out by the 

community. This pandemic has caused financing problems and decreased success 

in customers' businesses. The existence of this problem is undeniable by Islamic 

financial institutions that can still survive with their respective strategies. This 

study focuses on efforts to answer the problem of what factors are the causes of 

non-performing financing and how to deal with problem financing strategies at 

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. This study uses a 

qualitative-descriptive research method with data collection techniques through 

observation, interviews and documentation with the object of research at BMT 

Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. Based on the data analysis 

carried out, it was concluded that the cause of problematic financing at BMT 

Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga came from internal factors, 

namely lack of accuracy and lack of human resources (capability in financing) and 

external factors, namely customers who experienced disasters and prioritized their 

needs. personal. The strategy used to deal with non-performing financing is by 

approaching customers, restructuring financing installments, auctioning collateral 

goods, and through litigation at the religious court or Basyarnas-MUI. 

Keywords: non-performing financing, musyarakah financing, restructuring. 
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MOTTO 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali 

mereka mengubah keadaan mereka sendiri” 

 

Qs Ar Ra’d 11 
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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 Ditulis ‘iddah عدة

3. Ta’ Marbutahah di akhir kata bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah ةك ً ح

 Ditulis Jizyah جسية

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
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a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 'Ditulis Karamah al-auliya لياءولاا ة ماكر

b. Bila ta‟ marbuthah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau 

dhammah ditulis degan t. 

 Ditulis Zakat al-fitr رطفنا ةبكز

4. Vokasi Pendek 

  َ ´ Fathah Ditulis A 

  َ ´ Kasrah Ditulis I 
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5. Vokasi Panjang 
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Fathah + alif 
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 Ditulis Qaul لوق 

7. Vokasi Pendek yang berurutan dalan satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a’antum متنأ

 Ditulis u‟iddat اعدت

8. Kata Sandang Alif+Lam 

a. Bila diikuti Qomariyyah 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, serta menghilangkan l (el)nya 

 ‟Ditulis As-Sama السماء
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan yang dimiliki oleh Indonesia terbagi menjadi dua 

bentuk lembaga didalamnya, yaitu Lembaga Keuangan yang berbadan hukum 

perbankan dan Lembaga Keuangan yang tidak berbadan hukum perbankan 

(NonBank). Lembaga Keuangan Bank itu sendiri adalah sebuah lembaga yang 

memiliki peran sebagai perantara antara pemilik dana dengan pihak yang 

kekurangan dana sehingga Lembaga Keuangan Bank memiliki produk utama 

berupa simpan pinjam (Sulhan, 2008:10). Triandaru (2007:183), mengatakan 

bahwa lembaga Keuangan Non Bank adalah sebuah lembaga yang bergerak 

dalam bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

menghimpun dana dari masayarakat. Selain adanya Lembaga Keuangan yang 

berbadan hukum perbankan dan yang tidak berbadan hukum (NonBank) 

terdapat Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah merupakan 

lembaga yang berprinsip pada syariat Islam dengan diawasi oleh pihak tertentu.  

Lembaga Keuangan Syariah dalam perbankan telah menunjukan 

perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha melalui produk pembiayaan atau 

permodalan yang dapat meningkatkan aset. Lembaga Keungan Mikro Syariah 

(LKMS) di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT). BMT sendiri merupakan lembaga keuangan non bank yang kegiatan 

perekonomiannya bergerak pada sektor mikro sebagai koperasi sebagaimana 

koperasi simpan pinjam (Sumianto, 2008:15). Perbedaan BMT dengan Bank 

Umum Syariah atau Bank Pengkreditan Rakyat terletak pada bidang 

pendampingan serta peraturannya, dimana BMT berbadan hukum koperasi dan 

memiliki pengawasan dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha mikro 

No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.  

Baitul Mal wat Tamwil atau BMT merupakan balai usaha mandiri 

terpadu yang beroperasi dengan prinsip syariah yang kegiatannya 

mengembangkan usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas. 

Peran BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) dalam menumbuh kembangkan usaha 



 

 
 

2 
 

mikro dan usaha kecil dilingkungannya merupakan suatu sumbangan yang 

sangat berarti bagi pembangunan nasional serta masyarakat kecil.  

Menurut Veithzal dan Arviyan, pembiayaan adalah pendanaan yang 

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang 

sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kegiatan 

penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tidak selamanya 

berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian juga dengan keuntungan 

yang didapatkan menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian 

investasi. Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan 

pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Resiko 

itu sendiri merupakan suatu kejadian yang merugikan dan memungkinkan hasil 

yang diperolehnya menyimpang dari yang diharapkan (M. Hanafi, 2016, hal. 

1). Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada 

suatu lembaga keuangan. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila 

kualitas pembiayaan tersebut masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, 

dan macet.  

Salah satu resiko pada lembaga intermedasi atau lembaga keuangan 

adalah resiko pembiayaan/ pembiayaan bermasalah (Non Performing 

Financing). Non Performing Financing merupakan resiko pembiayaan 

bermasalah, didapat dari perbandingan total pembiayaan bermasalah dengan 

total pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Rasio 

pembiayaan bermasalah ini menjadikan salah satu indikator penilaian terhadap 

BMT dalam mengelola penyaluran pembiayaannya. Pembiayaan bermasalah 

(Non Performing Financing) ini terjadi dikarenakan nasabah tidak dapat 

mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu pengembalian yang telah 

disepakati sehingga menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian 

potensial bagi BMT itu sendiri. Menurut Veithzal, pembiayaan bermasalah 

menggambarkan suatu situasi, dimana persetujuan pengembalian kredit 

mengalami kegagalan, bahkan menuju cenderung atau mengalami rugi 

potensial (potential loss) oleh karena itu, mottonya adalah bahwa lebih dini 

potential problem loan ditentukan, maka akan lebih banyak alternatif dan lebih 
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banyak peluang pencegahan kerugian bagi BMT. Risiko pembiayaan ini tidak 

hanya terjadi pada bank akan tetapi juga terjadi pada Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT). Pertumbuhan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan di 

Purbalingga mengalami kenaikan sejak adanya pandemi Covid-19. Pandemi 

ini yang menyebabkan penurunan keberhasilan dalam usaha nasabah. Adanya 

masalah ini tidak dipungkiri oleh lembaga keuangan yang masih bisa bertahan 

dengan strategi masing-masing merupakan hal yang menarik. Lembaga 

keuangan atau BMT yang mengalami resiko dan pembiayaan bermasalah di 

Purbalingga salah satunya yakni BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga Jln. Raya Bojongsari Dusun 2, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten 

Purbalingga. 

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga merupakan salah 

satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berada di kecamatan 

Bojongsari. Peran BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga ini 

sangat penting bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan usahanya.  

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik 

secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan 

dan perekonomian Negara). Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut 

sangat berpengaruh pada:  

1. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat.  

2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun. 

3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga 

Keuangan Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan. 

4. Capital Adequacy Ratio (CAR) dan tingkat kesehatan lembaga keuangan 

syariah menurun.  

5. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak 

berminat terhadap lembaga keuangan syarian dan dapat membahayakan 

sistem perbankan maka ijin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut 

menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya 

investor.  
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6. Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati- hati 

dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat 

memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempakan dananya.  

7. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.  

8. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi. 

Produk pembiayaan syariah bertujuan sebagai transaksi pembiayaan 

yang ditunjukkan untuk memiliki barang dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, 

dan prinsip bagi hasil. Salah satu produk lending yang paling banyak diminati 

oleh masyarakat yaitu pembiayaan musyarakah. 

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk pembiayaan dengan skema 

bagi hasil (syirkah), dimana suatu lembaga keuangan menempatkan dana 

sebagai modal untuk usaha nasabah dan nasabah akan melakukan bagi hasil 

atas usahanya sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. 

Pembiayaan musyarakah dalam praktiknya terjadi percampuran dana antara 

dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang 

disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.  

Melihat fenomena yang sedang terjadi saat ini yaitu adanya virus Covid-

19 atau Coronavirus Disease-2019 yang sering disebut dengan virus corona. 

Virus corona merupakan zoonotik yang artinya virus yang ditularkan antara 

hewan dan manusia. Menurut kementrian kesehatan Indonesia, perkembangan 

wabah Covid-19 ini berawal dari negara Wuhan Cina pada Desember 2019 

dengan kejadian yang luar biasa yang ditemukan oleh manusia. Wabah virus 

corona ini menyebar keseluruh dunia termasuk di Indonesia. Virus corona ini 

berdampak negatif dalam berbagai bidang diantaranya dibidang sosial, 

pendidikan, kesehatan, dan khususnya dibidang ekonomi. Ekonomi merupakan 

hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam 

kehidupan keseharian manusia membutuhkan dan selalu berkesinambungan 

dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan 

kesempatan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya seperti 

untuk makan, minum, berpakaian, tempat tinggal dan sebagainya.  
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Keadaan seperti ini juga sangat berdampak di BMT Syirkah Muawwanah 

NU Bojongsari Purbalingga seperti adanya pembiayaan bermasalah. 

Berdasarkan observasi awal pada BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga, dari jumlah nasabah pembiayaan musyarakah ditahun 2018 

sebanyak 350 nasabah, hampir 45% atau sebanyak 157 nasabah yang tidak 

membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. 

Dengan kondisi nasabah sebagian adalah pedagang kecil yang penghasilannya 

tidak menentu serta terdampaknya pandemi covid-19 (wawancara dengan 

Irsyad, sebagai Staf Pembiayaan Remidian BMT Syirkah Muawwanah NU).  

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

dalam mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT dalam melakukan 

penanganan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah serta 

mengetahui apakah penyebab pembiayaan bermasalah hanya berdasarkan 

ekonomi keuangan saja atau apakah terdapat faktor-faktor lain yang 

menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi 

yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada 

Produk Pembiayaan Musyarakah di BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga.” 

B. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

Agar tidak ada kesalahpahaman dalam pengertian yang penulis maksud 

maka penulis perlu tegaskan: 

1. Pembiayaan Bermasalah 

Kegiatan pembiayaan (financing) merupakan salah satu tugas pokok 

suatu bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Zainul, 2009: 234). 

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan yaitu penyediaan 

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. 
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b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan 

Istishna. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh. 

e. Transaksi sewa menyewa jasa daam bentuk Ijarah untuk transaksi 

multijasa. 

Pengertian lain dari pembiayaan adalah menurut Pasal 1 butir 2 UU 

No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992 tentang Perbankan, merupakan 

“penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” 

(Ismail, 2011: 83). 

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu untuk 

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan 

nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh 

sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, 

pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan 

menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.  

Menurut Kasmir (2002:106) tujuan pembiayaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Mencari keuntungan, segala kegiatan usaha tentunya mengharapkan 

suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. 

Sedangkan dari pihak BMT sendiri memperolehnya dalam bentuk 

bagi hasil.  

b. Membantu pemerintah, kegiatan kredit dapat berdampak 

berkembangnya pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor 

usaha yang nyata. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam hal 

penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah 
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barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan 

devisa yang semakin menguatkan suatu Negara itu sendiri.  

c. Membantu usaha nasabah, dari kegiatan yang dikucurkan lembaga 

keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para 

nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.  

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata 

lain dalam pembiayaan terkandung unsur–unsur yang direkatkan menjadi 

satu. Menurut Kasmir (2002:103) terdapat 5 unsur pembiayaan, yaitu:  

a. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang 

diberikan benar–benar diterima kembali dimasa yang akan datang 

sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang 

diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa 

suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum 

pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian 

terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara 

intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi 

pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai 

kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.Kesepakatan 

antara pemohon dengan pihak bank, kesepakatan ini dituangkan 

dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani 

hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian 

dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah 

pihak. 

b. Jangka Waktu, dalam setiap pembiayaan yang diberikan memiliki 

jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa 

pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu 

merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah 

disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini 

bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.  
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c. Resiko, akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian 

pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau 

macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu 

pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. 

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko disengaja, maupun 

resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau 

bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, 

sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.  

d. Balas Jasa, dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama 

bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga 

membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga 

merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip 

syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.  

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan yang diakibatan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal 

pemnayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang 

dalam akad (Rahmati, 2017: 76). 

Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan produk yang 

memiliki tingkat resiko cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang 

gagal membayar. Pembiayaan bermasaah adalah keadaan dimana nasabah 

dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh 

sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas 

pembayaran atau angsuran yang telah disepakati (Turmudi, 2016: 100). 

2. Pembiayaan Musyarakah 

Akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan 

porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi masing-

masing. Landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwa DSN 

MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. DSN 

mendefinisikan musyarakah sebagai "akad kerjasama antara dua pihak 
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atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan 

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan." 

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat 

berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan 

(entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan 

(equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), 

kepercayaan/ reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang 

dapat dinilai dengan uang (Soemitra, 2009: 83). 

Pembiayaan musyarakah menurut Karim (2011) adalah akad kerja 

sama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan 

modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan, 

dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangakan 

kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. 

Menurut Antonio (2001: 9) pembiayaan musyarakah adalah kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntngan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan 

penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk 

memberikan modal suatu investasi (Fakruddin, 2016: 199). 

Syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 

20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, 

keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian 

keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang 

berserikat (Madani, 2009: 77). Secara singkat, syirkah  sebagai akad antara 

orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.  

3. Coronavirus Disease-2019 atau Covid-19 

Coronavirus Disease-2019 atau Covid-19 atau virus corona 

merupakan zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. 

Menurut kementrian kesehatan Indonesia, perkembangan wabah Covid-19 
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ini berawal adanya kejadian yang luar biasa yang ditemukan oleh manusia 

di Wuhan Cina pada Desember 2019. Indonesia pertama kali 

mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan adanya dua orang 

Indonesia yang positif terjangkit virus corona yakni perempuan berusia 31 

tahun dan ibu berusia 64 tahun (Kapan Sebenarnya Corona Pertama Masuk 

RI?, 2020). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan peneliti mengenai pembiayaan 

bermasalah maka timbul pertanyaan penelitian: 

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada 

produk pembiayaan musyarakah di BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga? 

2. Bagaimana strategi penanganan dan pencegahan pembiayaan bermasalah 

pada produk pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab dari terjadinya pembiayaan 

bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah di BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis usaha yang dilakukan BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga dalam menangani pembiayaan 

bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah.  

E. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi dan masyarakat 

umum yang ingin mengetahui tentang penanganan pembiayaan bermasalah 

pada produk pembiayaan musyarakah dan dapat dipergunakan sebagai 

acuan di penelitian sejenisnya. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis  

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H 

Saifuddin Zuhri Purwokerto dan diharapkan penelitian ini dapat 

menambah wawasan pengetahuan tentang dunia kerja di lembaga 

keuangan syariah dan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk 

pembiayaan musyarakah di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga.  

b. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kepustakaan 

para pembaca tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada produk 

pembiayaan musyarakah di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga. 

F. Penelitian Terdahulu 

Berkaitan dengan penelitian diatas, penulis bukanlah yang pertama 

membahas tentang materi pembiayaan bermasalah. Di antara buku, skripsi, 

jurnal dan literatur hasil penelitian yang terkait adalah sebagai berikut:  

Skripsi Sartika (2017) dengan judul ”Analisis Pembiayaan Bermasalah 

Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu”. Dari penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui faktor penyebab dan upaya penanganan terjadinya pembiayaan 

bermasalah.  Perbedaan penelitian ini dengan penulis teliti adalah objek 

penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan dengan dilakukukannya 

penagihan secara langsung dan memberikan surat peringatan berpengaruh 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan dalam penelitian ini 

penagihan secara langung dan memberikan surat peringatan kurang 

berpengaruh dalam penanganan pembiayaan bermasalah. 

Skripsi Arido Irmadhani (2017) dengan judul “Penanganan Pembiayaan 

Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Nur Mandiri Baki 

Kabupaten Sukoharjo”. Dari penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor 

penyebab dan penanganan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan 
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murabahah. Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti tulis yaitu objek 

penelitian dan produk pembiayaan. Hasil penelitian ini yaitu mengingatkan 

nasabah akan kewajibannya, Rescheduling, Reconditioning, ekskusi jaminan, 

memberikan qardhul hasan (mengikhlaskan) berpengaruh dalam penanganan 

pembiayaan bermasalah. Sedangkan dari peneliti tulis rescheduling, 

reconditioning dan qardhul hasan kurang berpengaruh dalam penanganan 

pembiayaan bermasalah.  

Artikel Drajad Prabowo (2018) dengan judul “Analisis Upaya 

Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad  Murabahah 

Pada KJKS Indoartha Syariah Temanggung”. Menurut penulis dalam 

penelitian tersebut menyebutkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan faktor 

internalnya yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah akad murabahah.  

Faktor internalnya yaitu kurangnya selektif dan analisis 5C terhadap calon 

nasabah. Upaya dalam penanganan yang dilakukan dengan cara tahap preventif 

atau pencegahan, seperti memberikan kebijakan rescheduling (penjadwalan 

kembali), pendekatan, surat peringatan, dan penjualan jaminan. Sedangkan 

perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya hanya melihat 

penanganan pembiayaan bermasalah dari sisi KJKS atau lembaga keuangan 

yang bersangkutan. Sedangkan pada penelitian kali ini penulis ingin melihat 

faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, upaya pencegahan dan cara 

penyelesaiannya. 

Skripsi Selva Himalaya (2020) dengan judul “Problema Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar 

Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”. Menurut penelitian ini penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah yaitu kelalaian dari  nasabah yang tidak membaca 

akad, hanya melihat dari faktor nasabah. Sedangkan perbedaan dengan 

penelitian tulis ini yaitu melihat dari semua faktor penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah. Penyelesaian dalam penelitian ini mengacu pada fiqih 

muamalah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis ini 

upaya penanganan ditinjau secara keseluruhan. Perbedaan yang lainnya yaitu 

dari objek penelitian.  
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Skripsi Suci Kurniasih (2019) dengan judul “Pembiayaan Bermasalah 

Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat”. Dari 

penelitian ini memfokuskan apa faktor yang menjadi penyebab pembiayaan 

bermasalah dengan hasil penelitian faktor pembiayaan bermasalah dari faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kurang akurat dalam 

analisis pembiayaan, kurangnya pengawasan. Faktor eksternalnya yaitu 

penurunan pendapatan usaha nasabah, dan nasabah yang sengaja menunda 

dalam membayar kewajiban. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang 

penulis tulis adanya upaya pencegahan dan penanganan dalam pembiayaan 

bermasalah. 

Skripsi Lega Aidil Putri (2020) dengan judul “Strategi Penanganan 

Pembiayaan Bermasalah Di Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Syariah 

Unit Batusangkar”. Dengan hasil penelitian strategi penangan pembiayaan 

bermasalah yaitu dengan cara penagihan, menjalankan program 3R 

(rescheduling, reconditioning, restructuring), dana cadangan, penjualan 

jaminan dan penghapus bukuan pembiayaan. Sedangkan perbedaan dengan 

penelitian kali ini adalah penulis ingin melihat apa faktor-faktor penyebab 

pembiayaan bermasalah dan upaya pencegahan serta upaya penanganan. Disini 

penulis memfokuskan pada satu produk pembiayaan bermasalah. 

Skripsi Tessy Fadla Sofhiani (2018) dengan judul “Strategi Penanganan 

Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif 

Manajemen Risiko Syariah Studi Pada Bmt Umy Yogyakarta”. Dengan hasil 

penelitian faktor penyebab dari internal dan eksternal dengan meminimalisir 

menggunakan prinsip 5C (character, capacity, capital, condition, dan 

collateral) serta melakukan perspektif manajemen risiko syariah. Sedangkan 

perbedaan dengan penulis kali ini adalah ingin melihat apa faktor-faktor 

penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan upaya pencengahan serta 

upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Penelitian kali ini memfokuskan 

pada satu produk pembiayaan bermasalah, dan perbedaan lainnya dari objek 

penelitian.  
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Laporan Akhir Febry Ardiansyah (2020) yang berjudul “Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah Pada BMT AL-ITTIHAD Cabang Panam Kota 

Pekanbaru”. Dengan hasil penelitian penyebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah yaitu dari pihak internal dan pihak eksternal. Penyelesaian dalam 

penelitian ini yaitu dengan cara lisan, memberikan peringatan kepada nasabah, 

dan penyitaan jaminan. Sedangkan perbedaan dari penelitian kali ini adalah 

ingin melihat apa faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan upaya pencegahan 

serta upaya penanganan dengan memfokuskan pada restrukturisasi dan 

memfokuskan pada satu produk pembiayaan bermasalah.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih dipahami maka penulis perlu membuat sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

Bab pertama berupa pendahuluan yang tujuannya adalah untuk 

memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, 

mulai dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Penelitian Terdahulu dan terakhir Sistematika Penulisan.  

Bab kedua dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pendalaman 

teori-teori terdiri dari (1) Pembiayaan Musyarakah di dalam point musyarakah 

terdapat pengertian pembiayaan musyarakah, jenis dan alur musyarakah, 

ketentuan dan berakhirnya akad pembiayaan musyarakah serta implementasi 

pembiayaan musyarakah di Lembaga Kuangan Syariah. (2) Pembiayaan 

Bermasalah dan Klasifikasinya. (3) Metode Penanganan Pembiayaan 

Bermasalah. (4) Landasan Teologis tentang pembiayaan musyarakah.  

Bab ketiga membahas tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis 

Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber 

Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.  

Bab keempat membahas tentang (1) Profil dari BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. (2) Pembiayaan Musyarakah yang 

Bermasalah dan Faktor-Faktor Penyebabnya di BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga. (3) Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di 

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga.  
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Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang berisi 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan 

saran-saran yang dimaksud sebagai rekomendasi kajian lebih lanjut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembiayaan Musyarakah di LKS dan Potensi Resikonya 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana 

kepada pihak lain selain bank yang berdasarkan prisnip syariah. Penyaluran 

dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan 

oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada 

penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti 

akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi 

pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban dengan jangka 

waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011: 83).  

1. Pengertian Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah menurut MUI No. 08/DSN-MUI/V/2020 

adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana 

mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya 

baik berwujud maupun yang tidak berwujud.  

Pembiayaan musyarakah atau al-musyarakah dalam lembaga 

keuangan syariah yaitu akad antara dua orang atau lebih dengan 

menyertakan modal dan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi 

yang disepakati. Musyarakah lebih dikenal dengan sebutan syatikat yang 

merupakan gabungan antara pemegang saham untuk membiayai suatu 

proyek, keuntungan dan proyek tersebut dibagi menurut presentase yang 

disetujui, dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka 

beban kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh pemegang saham 

secara proposional (Firmansyah, 2019). 

Pembiayaan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah diperlukan 

karena memiliki peran untuk menyalurkan dana kepada masyarakat 

dengan prinsip bagi hasil yang telah disepakati bersama diawal perjanjian.  

Pembiayaan musyarakah hampir sama dengan pembiayaan 

mudharabah yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pada pembiayaan 

musyarakah, bank dan nasabah menjalin kerjasama pada suatu 
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usaha/proyek dimana bank menyediakan modal/dana, sedangkan nasabah 

menyediakan keahlian/keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek 

tersebut. Jadi nasabah tak hanya sebagai pengelola melainkan sebagai 

penanam modal juga.  

Definisi akad pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman 

modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan 

suatu kegiatan/proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan nisbah 

atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Contoh 

pembiayaan dengan akad musyarakah diantaranya: pembiayaan modal 

kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan sindikasi. 

2. Jenis-Jenis Akad Musyarakah 

Akad musyarakah dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:  

a. Musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian 

dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga 

berakhirnya akad.  

b. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha), yaitu musyarakah 

dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap 

kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan 

pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh 

usaha tersebut.  

3. Skema Pembiayan Musyarakah 

Gambar 1.1 Skema/Alur Pembiayaan Musyarakah 
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a. Dalam suatu proyek usaha ini, masing-masing pemodal baik bank 

syariah maupun nasabah melakukan pengelolaan usaha secara 

bersama-sama. Apakah haknya dipergunakan atau tidak merupakan 

haknya masing-masing pemodal. Jika pemodal tidak mempergunakan 

haknya untuk ikut mengelola usaha (hanya setor modal saja) ini yang 

disebut dengan mitra pasif. Sedangkan pemodal selain memberikan 

kontribusi modal juga mengelola usaha yang disebut dengan mitra 

pasif. 

b. Pembagian hasil usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati 

diawal akad. Besarnya nisbah tidak harus sama dengan besarnya 

kontribusi modal yang diberikan dalam usaha tersebut, karena 

dimungkinkan pemodal atau mitra yang satu memiliki keahlian lebih 

dibandingkan yang lain. Sedangkan kerugian yang dialami dalam 

usaha tersebut dibagi kepada masing-masing mitra atau pemodal 

sesuai besarnya kontribusi modal yang diserahkan dalam usaha 

tersebut. 

c. Pengembalian modal musyarakah dilakukan sesuai kesepakatan. Jika 

salah satu mitra atau pemodal melakukan sebagaian modal 

musyarakah kepada mitra atau pemodal yang lain secara bertahap 

sehingga pada akhir akad seluruh kepemilikan modal musyarakah 

menjadi milik salah satu mitra, disebut dengan musyarakah menurun. 

Jika porsi modal tetap sampai berakhirnya akad musyarakah disebut 

dengan musyarakah permanen. 

4. Mekanisme akad pembiayaan musyarakah:   

a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad 

musyarakah.   

b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (shahibul maal) 

menanamkan dana kepada nasabah yang juga bertindak sebagai 

investor sekaligus pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan 

usaha/proyek.   
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c. Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan 

usaha/proyek.   

d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi 

hasil yang telah disepakati sebelumnya.   

e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana 

dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan 

bersama. 

f. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha 

nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

g. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut 

porsi modal masing-masing (Firmansyah, 2019, pp. 340-341). 

5. Ketentuan Musyarakah  

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer 08/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Musyarakah tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006) menjelaskan 

ketentuan yang berkaitan dengan musyarakah sebagai berikut: 

a. Pernyataan Ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontak (akad), 

dengan memperhatikan hal hal berikut: 

1) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad). 

2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan 

hal-hal berikut: 

1) Kompenten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 

perwakilan. 

2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap 

mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 



 

 
 

20 
 

3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah 

dalam proses bisnis normal. 

4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 

mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 

wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan 

memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian 

dan kesalahan yang disengaja. 

5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 

1) Modal, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak arau 

yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, 

seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal 

berbentuk aset harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan 

disepakati oleh para mitra.  

2) Kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 

pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja 

bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan 

kerja lebih banyak atau yang lainnya dan dalam hal ini boleh 

menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra 

melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan 

wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi 

kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 

3) Keuntungan, keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas 

untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu 

alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah. Setiap 

keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar 

seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal 

yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh 

mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, 
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kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya. Sistem 

pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. 

4) Kerugian, kerugian harus dibagi kepada para mitra secara 

proposional menurut saham masing-masing dalam modal.  

d. Biaya Operasional dan Persengketaan 

1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama 

2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesainnya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah (BAS) setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

6. Berakhirnya Akad Musyarakah 

Pada umumnya, syirkah atau musyarakah akan berakhir apabila salah 

satu mitra telah mencabut atau membatalkan akad, atau apabila ia 

meninggal atau apabila kewenangan hukumnya telah hilang atau modal 

syirkah rugi. 

Mayoritas Fuqaha, kecuali Mazhab Maliki berpendapat bahwa syirkh 

adalah salah satu bentuk akad yang diperbolehkan dan masing-masing 

pihak berhak untuk membatalkan perjanjian ini kapanpun mereka inginkan 

sama halnya dengan akad perwakilan. 

Syirkah seperti ini didasarkan atas perwalian (agency) dan kejujuran 

(probity). Masing-masing pihak/mitra bertindak sebagai wakil dari pihak 

lainnya dan sebagai peserta pada saat yang bersamaan. Para peserta harus 

bertindak sesuai dengan jumlah modal yang disertakan dan juga 

menghargai modal pihak lain sebagai wali. Pada dasarnya wakil adalah 

salah satu dari kontrak yang dapat diijinkan dan tidak seorang pihak 

manapun yang akan dipaksa untuk menjalankannya bertentangan dengan 

kehendaknya. Syirkah juga akan diawali dengan suatu hubungan perwalian 

diantara peserta, hubungan itu memberikan dasar suatu kelangsungan. 

Apabila perwalian tesebut diakhiri dengan adanya pengakhiran dan salah 

satu mitra tersebut maka daerah hukum yang akan membawahinya akan 

bertindak atas masing-masing dana pihak lainnya yang akan dihapuskan. 
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Dalam hal terjadinya kematian, maka salah satu dari ahli warisnya 

apabila layak dapat menggantikan almarhum, dengan catatan ahli waris 

atau pihak lainnya maupun mitra lainnya menyetujui hal tersebut. Hal ini 

juga akan diterapkan dalam pihak tersebut kehilangan kewenangannya 

(kemampuannya) (Wiroso, 2009, pp. 292-302). 

7. Implementasi Pembiayaan Musyarakah di LKS 

Implementasi pembiayaan musyarakah dalam lembaga keuangan 

syariah (LKS) yaitu dimana nasabah dan lembaga keuangan syariah atau 

bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayaai suatu usaha atau 

proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai maka nasabah 

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati 

bersama.  

Dengan ketentuan dalam proyek musyarakah pemilik modal tidak 

boleh melakukan tindakan sebagai berikut: 

a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. 

b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik 

modal lainnya. 

c. Memberi pinjaman kepada pihak lain. 

d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan 

oleh pihak lain. 

e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: 

menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, atau menjadi tidak 

cakap oleh hukum. 

f. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu 

proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai 

kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontibusi 

modal. 

g. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah 

proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi 

hasil yang telah disepakati untuk bank atau lembaga keuangan syariah 

(Pariyatno, 2007, pp. 37-39).  
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Manfaat pembiayaan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah 

yaitu sebagai berikut: 

a. Lembaga keuangan syariah atau bank akan menikmati peningkatan 

dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah 

meningkat. 

b. Lembaga keuangan syariah atau bank berkewajiban membayar dalam 

jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi 

disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha lembaga keuangan 

syariah atau bank, sehingga lembaga keuangan syariah atau bank tidak 

pernah akan mengalami negative spread. 

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus 

kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

d. Lembaga keuangan syariah atau bank akan lebih selektif dan hati-hati 

mencari usaha yang benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini 

karena keuntungan yang rill dan benar terjadi itulah yang akan 

dibagikan. 

e. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah berbeda dengan 

prinsip bunga, karena keuntungan suatu usaha nasabah dan pemberi 

modal dibagi dengan nisbah yang telah disepakati.  

Selain memiliki manfaat yang begitu banyak, pembiayaan musyarakah 

juga memiliki resiko. Resiko pembiayaan musyarakah dalam suatu 

lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu bila omset sutau usaha meningkat 

maka bagi hasil kepada LKS juga meningkat, begitupula sebaliknya.  

Resiko didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa 

(event) yang dapat menimbulkan kerugian. Resiko yaitu suatu 

kemungkinan yang akan terjadi hasil yang tidak diinginkan, yang dapat 

menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola 

sebagaiana mestinya (Firmansyah, 2019). Resiko merupakan suatu 

kejadian yang merugikan dan kemungkinan memperoleh hasil yang tidak 

diharapkan (M. Hanafi, 2016, hal. 1). 
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Resiko lain dalam pembiayaan musyarakah bisa saja terjadi terutama 

pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi yaitu sebagai 

berikut: 

a. Side Streaming, yaitu nasabah menggunakan dana tersebut bukan 

seperti yang disebut dalam kontrak. 

b. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak 

jujur.  

B. Pembiayaan Bermasalah dan Klasifikasinya 

Dalam peraturan perbankan pembiayaan bermasalah dan Non Perfoming 

Financing (NPF) tidak dapat dijumpai. Namun dalam setiap Statistik 

Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank 

Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings (NPFs) yang 

diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar dari kurang lancar sampai dengan 

macet” (Djamil, 2012, p. 66). 

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan baik lembaga keuangan syariah atau bank 

yang didalam pelaksanaan pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti 

pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi 

persyaratan yang telah dijanjikan serta pembiayaan tersebut tidak mencapai 

jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut yang memberikan dampak negatif bagi 

kedua belah pihak (debitur dan kreditur).  

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas 

Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 

Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 

10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek berikut:  

1. Prospek usaha;  

2. Kinerja (performance) nasabah; dan  

3. Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.  

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan 

ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, 
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kurang lancar, diragukan, dan macet (Peraturan Bank Indonesia No. 

8/21/PBI/2006). Dalam perbankan istilah untuk golongan lancar disebut 

golongan I (satu), golongan perhatian khusus disebut golongan II (dua), 

golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), golongan diragukan disebut 

golongan IV (empat), dan golongan macet disebut golongan V (lima).  

Penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan atas Lampiran Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbs pada tanggal 18 Oktober 2006, 

penilaian pengelompokan produk pembiayaan  sebagai berikut:  

1. Penggolongan Kualitas Mudharabah dan Musyarakah (“MM”);   

2. Penggolongan Kualitas Murabahah, Istishna, Qard, dan Transaksi Multi 

Jasa )“MIQAT”); 

3. Penggolongan Kualitas Ijarah atau Ijarah Muntahiyah bi Tamlik; dan  

4. Penggolongan Kualitas Salam.  

Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek yang dinilai diuraikan 

dalam komponen-komponen sebagai berikut:  

1. Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen;  

a. Potensi pertumbuhan usaha; 

b. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;  

c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; 

d. Dukungan dari group atau afiliansi; serta  

e. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan 

hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting 

terhadap lingkungan hidup).  

2. Aspek kinerja (performance) nasabah meliputi komponen-komponen 

sebagai berikut:  

a. Perolehan laba  

b. Struktur permodalan 

c. Arus kas 

d. Sensitivitas terhadap resiko pasar  

3. Aspek kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan 

meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 
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a. Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/fee 

b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah  

c. Kelengkapan dokumentasi pembiayaan; kepatuhan terhadap 

perjanjian pembiayaan  

d. Kesesuaian pengguna dana, dan  

e. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban (Lampiran Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 8/22/DPbs). 

Dalam menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing 

komponen yang telah ditentukan kriteria masing-masing kelompok dalam 

produk pembiayaan. Berdasarkan SK Direktur BI No. 31/147/KEP/DIR 

tanggal 12 Desember 1998, tentang Kualitas Aktiva Produktif. Untuk produk 

musyarakah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka 

digolongkan menjadi: 

1. Lancar  

Apabila pembayaran angsuran tepat tepat waktu. Tidak ada 

tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan 

keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang 

lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

2. Dalam Perhatian Khusus 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 

margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan 

laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian 

piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap 

persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil. 

3. Kurang Lancar 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 

margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 

(seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur 

dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan 

pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok 
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perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk 

menyembunyikan kesulitan keuangan. 

4. Diragukan 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 

margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai 

dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan 

informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian 

piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi 

pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. 

5. Macet 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 

margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan 

dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada (SK 

Direktur BI No. 31/147/KEP/DIR). 

C. Metode Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

Metode penanganan atau penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah 

pada lembaga keuangan syariah sama halnya dengan konvensional.  

Metode dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara 

melakukan upaya bagi nasabah untuk membayar kewajibannya, yaitu dengan 

melakukan restrukturisasi.  

Restrukturisasi pembiayaan merupakan bank atau lembaga keuangan 

syariah untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang 

berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. 

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan 

kemungkinan timbulnya kerugian bank atau lembaga keuangan syariah dan 

menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.  

Restrukturisasi dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah atau jangka waktunya.  

2. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, 
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jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang 

tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada 

pihak bank.  

3. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan 

tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning antara lain:  

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank  

b. Konversi akad pembiayaan  

c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu 

menengah  

d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perubahan nasabah 

Restrukturisasi dilakukan terhadap nasabah pembiayaan yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut:   

1. Mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pembiayaan.  

2. Memiliki itikad baik dan kooperatif.  

3. Memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi 

kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi. 

Restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, 

serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:   

1. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan 

prospek usaha nasabah pembiayaan dan kemampuan membayar sesuai 

proyeksi arus kas. 

2. Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan atau mendapat 

persetujuan pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan 

pemberian pembiayaan.  

3. Proses analisis dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan 

diadministrasikan dan didokumentasikan secara lengkap dan tertib.  

Bank tidak diperkenankan merestrukturisasi pembiayaan dengan tujuan 

hanya untuk menghindari: 

1. Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan. 

2. Peningkatan pembentukan PPAP.  
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3. Penghentian pengakuan pendapatan bagi hasil secara aktual (Firmansyah, 

2019, pp. 361-363). 

Resiko yang mungkin akan terjadi oleh nasabah (peminjam) yaitu 

nasabah (peminjam) yang tertunda atau ketidakmampuan dalam membayar 

kewajiban yang telah dibebankan, yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan 

bermasalah. Untuk itu suatu lembaga keuangan atau bank syariah memberikan 

upaya menganalisa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (Muhammad, 

2015). 

D. Landasan Teologis 

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berupa penanaman dana 

dari pemilik dana/modal (bank) untuk mencampurkan dana/modal mereka 

(nasabah/mudharib) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian 

ditanggung semua pemiliki dana/modal berdasarkan bagian dana/modal 

masing-masing. Musyarakah juga bisa diartikan sebagai pencampuran dana 

untuk tujuan pembagian keuntungan dan masing-masing pihak ikut serta dalam 

pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Tentang pembiyaan musyarakah ini 

Allah telah menyinggungnya dalam ayat Al-Qur’an. Salah satu ayat Al- Qur’an 

yang menjadi dasar pembiayaan musyarakah yakni: 

1. Al-Qur’an Surah An-Nisaa ayat 12   

أْ أ كْث ر  مِن ذ لِك  ف هُمْ شرُ  ك آ ءُ فىِ ألثٌّلثُِ ج     .....ف إن ك أ نوُ 

Artinya: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..” 

 

 

2. Al-Qur’an Surah Shaad ayat 24;   

آ همُْ وإنً كثيرًآ مِن  آلْخُل ط آءِ ل ي بْغِي  ق لِيلٌ م  آ تِ و  ع مِلوُ آ آلصًآ لِح  نوُ آ و  ب عْضُهُمْ ع ل ى ب عْضٍ إلِآّ آل ذِ ين  آم   

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang 
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lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh dan amat sedikitlah mereka ini…”. 

 

3. Hadist Riwayat Abu Daud dari Abi Hurairah, Rasullulah SAW bersabda: 

ف ع هُ ق ال   ة  ر  يْر  دهُُ » ع نْ أ بىِ هرُ  ا ل مْ ي خُنْ أ ح  يْنِ م  احِب هُ إِنَّ اللََّّ  ي قوُلُ أ ن ا ث الِثُ الشَّرِيك  ا ص  م 

ا  جْتُ مِنْ ب يْنِهِم  ر  ان هُ خ   (176/ ص  10)ج  -سنن أبى داود (.«ف إذِ ا خ 

Artinya:  Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua 

orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati 

pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari 

mereka 

4. Hadist Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf 

 ِ سوُل  اللََّّ ائِزٌ ب يْن  الْمُسْلِمِين  إِلاَّ صُلْحًا » ق ال   -صلى الله عليه وسلم-أ نَّ ر  لْحُ ج  الصُّ

لَّ  لا لاً أ وْ أ ح  م  ح  رَّ الْمُسْلِمُون  ع ل ى شرُُوطِهِمْ إلِاَّ ش رْطًا ح  امًا و  ر  لَّ ح  لا لاً أ وْ أ ح  م  ح  رَّ ح 

امًا  ر   (341/ ص  5ج  -سنن الترمذى )«. ح 

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka 

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian & Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif yang 

digunakan didalam penelitian ini adalah data kualitatif merupakan data yang 

disajikan dalam kata-kata yang mengandung makna. Pendekatan kualitatif 

yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa 

hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain-lain. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeng, 2010, p. 6).  

Penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan 

permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka dengan 

interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup 

deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil 

wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan 

(Sukmadinata, 2012, p. 60). 

Penelitian ini dapat dimasukkan dalam penelitian studi kasus, yaitu 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga, dan gejala tertentu. Studi kasus merupakan upaya 

penelitian yang terinci tentang seseorang atau sesuatu unit selama kurun waktu 

tertentu. Metode ini melibatkan peneliti dalam penyelidikan yang lebih 

mendalam dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tingkah laku seorang 

individu. Peneliti juga akan memperhatikan bagaimana tingkah laku tersebut 

berubah ketika individu tersebut menyesuaikan diri atau memberikan reaksi 

terhadap lingkungannya (Mundir, 2005, p. 170).  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh faktor yang menyebabkan 

pembiayaan bermasalah dan upaya penanganan serta penyelesaian pembiayaan 
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bermasalah produk pembiayaan musyarakah pada BMT Syirkah Muawwanah 

NU Bojongsari Purbalingga.  

B. Lokasi & Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan di BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga karena NPF yang mengalami penurunan dan 

kenaikan sehingga penulis ingin mengetahui strategi yang dilakukan oleh 

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. 

2. Waktu Penelitian 

Rencana penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Januari–April 

2021 yang bertempat BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga Jln. Raya Bojongsari Dusun 2, Kec. Bojongsari Kab. 

Purbalingga. Adapun waktu pelaksanaan penelitian tersebut disesuaikan 

dengan kebijakan dari pihak BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga. Adapun narasumber yang sebagai landasan penelitian ini 

yaitu Manajer/Ketua BMT, Staf Pembiayaan Remidian dan Staf 

Administrasi serta dua Nasabah lama yang mengalami pembiayaan 

bermasalah.  

Pengorganisasian penelitian ini dilakukan secara individu, jadi 

penanggung jawab dari penelitian ini adalah penulis sendiri yang dibantu oleh 

dosen pembimbing. 

C. Subjek & Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Dari penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian yaitu informan yang 

sebagai menjadi pelaku yang memahami objek peneitian. Jadi informan 

yang dimaksud adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu Manajer, Staf 

Pembiayaan Remidian, dan Staf Administrasi serta dua Nasabah lama 

yang mengalami pembiayaan bermasalah pada BMT Syirkah Muawwanah 

NU Bojongsari Purbalingga. 
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2. Objek Penelitian 

Sesuai dengan beberapa pokok permasalahan, maka yang menjadi 

objek penelitian adalah menelaah terhadap: Pembiayaan Bermasalah 

Produk Akad Musyarakah di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) atas Studi 

Penelitian yang dilaksanakan di BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga Jln. Raya Bojongsari, Dusun 2, Kec. Bojongsari, 

Kab. Purbalingga.  

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian 

lapangan (Field Research) yang menjadi objek penelitian BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. Penulis langsung ke lapangan 

dengan mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di 

lapangan dengan menggali informasi yang dibutuhkan.  

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian dan memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data ini 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak dari BMT 

Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga untuk mendapatkan 

informasi tentang pembiayaan musyarakah bermasalah yang terjadi di 

lembaga tersebut mulai dari prosedur pemberian pembiayaan musyarakah, 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan musyarakah 

bermasalah sampai dengan penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga 

tersebut dalam menangani pembiayaan musyarakah yang bermasalah. 

Sumber data primer yaitu sumber utama data yang penulis dapatkan dari 

wawancara dengan Manajer, Staf Pembiayaan serta Staf Administrasi 

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga yang terdiri dari 

3 (tiga) orang dan Nasabah yang mengalami pembiayaan macet atau 

bermasalah yang terdiri 2 (dua) orang.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi dan 

mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen ilmiah dan 

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dengan jalan penelitian pustaka (library 

research) yaitu berasal dari buku atau arisp yang berhubungan dengan 

objek penelitian (Sugiono, 2014, p. 62).  

Data sekunder juga dapat berupa hasil-hasil studi, tesis, hasil survei, 

studi historis, dan sebagainya. Sumber-sumber sekunder terdiri atas 

berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat 

perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi. Sumber sekunder dibagi 

menjadi dua golongan yakni sumber sekunder pribadi dan umum. Sumber 

sekunder pribadi berupa surat-surat, kitab harian, catatan biografi dan lain-

lain. Sedangkan sumber sekunder umum berupa data yang tersimpan 

dalam arsip yang biasanya terbuka bagi semua peneliti dengan persyaratan 

yang sama, misalnya yang dikumpulkan oleh Biro Arsip Nasional 

(Nasution, 2012, pp. 143-144).  

Dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan sumber 

data penunjang yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen maupun 

arsip dari BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga seperti 

form pengajuan pembiayaan, pasal-pasal yang ada pada akad pembiayaan 

musyarakah, pengikatan jaminan, serta data tentang faktor penyebab dan 

penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selain itu juga dari buku-buku yang 

berkaitan dengan tema yang dibahas pada penelitian ini mengenai 

pembiayaan musyarakah bermasalah. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, guna memperoleh data-data yang 

dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

metode yang terdiri dari: 

 

 



 

 
 

35 
 

1. Observasi 

Observasi sering disebut juga dengan metode pengamatan, yaitu cara 

pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan 

sistematik terhadap gejala-gejala atau fenomena yang sedang diteliti 

(Arsyad, 1999, p. 89).  Metode ini menggunakan pengamatan atau 

penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau 

perilaku (Faisal, 2007, p. 52).  

Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. 

Oleh sebab itu observasi hendakanya dilakukan oleh orang yang tepat. 

Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang 

lebih dikenal sebagai observer dan obyek yang diobservasi yang dikenal 

sebagai observe (Sukandarrumidi, 2012, p. 69). Dalam penelitian yang 

bertindak sebagai observer adalah peneliti, sedangkan yang menjadi 

observe atau objek yang di teliti adalah BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga. Dalam tahap observasi ini, peneliti menggunakan 

bentuk observasi terlihat (Participant Observation) yang dimaksud 

dengan observasi terlibat langsung atau peneliti ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan yang diamati. Penulis datang ke lokasi penelitian dan 

berpartisipasi dalam atau kegiatan yang dilakukan dalam BMT itu, seperti 

pada saat Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan. Setelah itu peneliti 

mencatat dan mendokumentasikan kegiatan atau objek yang diamati.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan 

tertentu (Mulyana, 2010, p. 181). Dipandang dari sudut bentuk 

pertanyaannya, wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu wawancara 

tertutup (closed interview) dan wawancara terbuka (open interview). 

Perbedaannya adalah apabila jawaban yang dikehendaki terbatas maka 

wawancara tersebut tertutup, sedangkan apabila jawaban yang 
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dikehendaki tidak terbatas, maka termasuk wawancara terbuka (Bungin, 

2008, p. 100).  

Pengumpulan data menggunakan wawancara dibedakan menjadi lima 

yang salah satunya yaitu wawancara mendalam (Hayati, 2019). Dalam 

melaksanakan pengumpulan data di lapangan, peneliti dapat menggunakan 

metode wawancara mendalam. Sesuai dengan pengertiannya, wawancara 

mendalam bersifat terbuka. Sebelum mengumpulkan data di lapangan 

dengan metode wawancara, peneliti sebaiknya menyusun daftar 

pertanyaan (pedoman wawancara) sebagai pedoman di lapangan. Namun 

daftar pertanyaan bukanlah suatu yang bersifat ketat, tetapi mengalami 

perubahan. Pedoman wawancara dapat digunakan untuk menghindari 

peneliti kehabisan pertanyaan. 

Wawancara mendalam sering juga disebut dengan wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak tersruktur mirip dengan percakapan 

informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu 

informasi dari semua responden (Mulyana, 2010, p. 181).  

Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti juga belum mengetahui 

secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak 

mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis 

terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat 

mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu 

tujuan (Sugiono, 2014, p. 141). Selain itu, pedoman wawancara dalam 

wawancara tidak terstruktur tidak berisi sejumlah pertanyaan dan sejumlah 

jawaban. Ia hanya berisi sejumlah pertanyaan tanpa alternatif jawaban, 

atau hanya berisi garis besar data yang ingin diperoleh. Jawaban dari 

terwawancaralah yang ditulis oleh pewawancara (Mundir, 2005, p. 217). 

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud 

yaitu data yang ada kaitannya dengan faktor penyebab dan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah. Penulis mewawancari pihak yang terkait yaitu : 

a. Sobirin, S.Pd selaku manajer/ketua BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga. 
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b. Irsyadul ‘Ibad selaku Staf Pembiayaan remidian BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. 

c. Septi Setiani selaku Staf Administrasi BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga. 

d. SN selaku Nasabah yang mengalami Pembiayaan Bermasalah. 

e. DQ selaku Nasabah yang mengalami Pembiayaan Bermasalah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Istilah 

dokumenter atau dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti 

barang-barang tertulis. Alat pengumpul datanya disebut form dokumentasi 

atau form pencatatan dokumen, sedangkan sumber datanya berupa catatan 

atau dokumen. Dokumentasi merupakan teknik penumpulan data yang 

ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan 

pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan 

kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto, dan lain sebagainya 

(Sukandarrumidi, 2012, p. 101).  

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa arsip 

yang diperoleh dari BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga seperti form pengajuan pembiayaan, data dokumen yang 

berkaitan dengan pembiayaan bermasalah ketentuan-ketentuan umum 

mengenai pembiayaan dan lain-lain. Selain itu juga dari buku-buku, jurnal, 

catatan yang berkaitan dengan tema yang dibahas pada penelitian ini 

mengenai pembiayaan musyarakah bermasalah. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan  

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun 
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kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiono, 

2014, p. 332). 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu 

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan 

karakteristik yang mengenai populasi atau fenomena yang diteliti (Azwar, 

1999, p. 7). Dalam hal ini penulis menggambarkan keadaan atau pelaksanaan 

pembiayaan musyarakah yang mengalami masalah serta cara penanganannya. 

Menurut Miles dan Huberman yang beranggapan bahwa analisis data 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai 

berikut:  

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses reduksi data ini 

berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan 

sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlibat dari kerangka 

konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan 

data yang dipilih peneliti.  

Proses reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur 

tema dan membuat gugus-gugus. Dengan cara menyeleksi ketat atas data, 

ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya ke dalam pola yang 

lebih luas.  

Kegiatan reduksi data yaitu meringkas hasil pengumpulan data 

kedalam konsep, kategori dan tema-tema. Pengumpulan data dan reduksi 

data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia 

tidak bersifat sekali jadi akan tetapi secara bolak balik, perkembangannya 

bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 
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kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif 

dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, 

jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk tersebut menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga 

memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi dan apakah 

kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus 

selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam 

catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara 

longgar, tetap terbuka, dan skeptis akan tetapi kesimpulan sudah 

disediakan. Mula-mula belum terlihat jelas namun kemudian meningkat 

menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 

Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung 

dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan 

lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk 

mengembangkan kesepakatan intersubjektif dan yang terakhir melakukan 

upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain (Setiawan, 2018, pp. 243-252). 

G. Keabsahan Data 

Dalam melakukan kevalidan data atau keabsahan data, digunakan alat 

yaitu: 

1. Triangulasi  

Triangulasi merupakan pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang sudah ada yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi 

sumber merupakan cara mengecek data yang telah diproses melalui 

beberapa sumber. Triangulasi teknik merupakan cara mengecek data 
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kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, sebagai contoh 

hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. 

Sedangan triangulasi waktu merupakan cara dengan melakukan teknik 

wawancara, observasi atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda. 

Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga bentuk 

triangulasi yaitu Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi 

Waktu. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua 

teknik triangulasi yaitu sebagai berikut (Sugiono, 2014): 

a. Triangulasi Sumber yaitu cara untuk mendapatkan data dari sumber 

yang bebeda-beda namun dengan teknik yang sama.  

Gambar 1.2 Bagan Triangulasi Sumber 

 

 

 

 

 

Sumber: Pedoman Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Sugiono.  

b. Triangulasi Teknik yaitu cara yang dilakukan dalam mengecek data 

pada sumber yang sama dengan teknik berbeda.  
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Gambar 1.3 Bagan Triangulasi Teknik 

 

 

 

 

 

Sumber: Pedoman Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Sugiono.  

2. Pengamatan Data 

Pengamatan data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam 

melakukan kegiatan pengamatan, disini penulis atau peneliti bertanya 

kepada Manajer dan Staf tentang Problema Pembiayaan Bermasalah 

Produk Musyarakah di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga, lalu yang kedua yaitu dilakukan dengan Nasabah yang 

mengalami pembiayaan bermasalah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga 

1. Sejarah BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga 

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga merupakan 

Koperasi yang didirikan oleh pengurus MWC NU dan warga Nahdliyin 

Kecamatan Bojongsari pada tanggal 17 April 2011. Dengan didirikan BMT 

ini yaitu sebagai bentuk rasa kebersamaan yang memiliki tujuan bersama 

untuk mengelola keuangan dari seluruh warga Nahdliyin Kecamatan 

Bojongsari untuk pengembangan para pengusaha kecil dan mikro warga 

Nahdliyin khususnya.  

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga saat dibentuk 

langsung didaftarkan pada notaris di wilayah Kab. Purbalingga oleh pengurus 

yang pertama terbentuk, dan kemudian di daftarkan pada Dinas Koperasi dan 

UKM Kabupaten Purbalingga dan disahkan, sehingga BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga mendapatkan Nomor Badan 

Hukum pada saat awal kepengurusan yang pertama yakni pada Bulan Mei 

2011. Selanjutnya Pengurus BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga membuat NPWP dan SIUP (Surat Ijin Usaha & Perdangan) dan 

TPD (Tanda Daftar Perusahaan), sehingga BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga menjadi lembaga usaha yang legal dan diakui oleh 

instansi-instansi yang terkait (Standar Operasional Prosedur (SOP), 2011). 

2. Visi dan Misi BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongari Purbalingga  

Dalam rangka mendorong BMT untuk tumbuh kembang sebagai 

lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan melayani anggota 

berdasarkan prinsip-prinsipnya, maka suatu BMT harus memiliki visi dan 

misi yang jelas. 

a. Visi 

Visi merupakan cita-cita yang dirumuskan untuk membangun 

semangat untuk BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga yang memiliki usaha jasa keuangan syariah untuk 
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mencapai keunggulan dimasa yang akan datang. Pada hakikatnya visi 

mengandung beberapa makna yaitu (Standar Operasional Prosedur 

(SOP), 2011, p. 8):  

1) Gambaran target kerja yang gamblang. 

2) Keunggulan menjadi standar. 

3) Orientasi atau tujuan yang akan diwujudkan oleh BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga melalui usaha keuangan 

syariah. 

Tujuan dari BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari itu sendiri 

yaitu Terbangunnya Kekuatan Ekonomi umat melalui kesadaran untuk 

bertransaksi secara syariah. 

b. Misi  

Mengembangkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat/anggota melalui (Standar Operasional Prosedur (SOP), 

2011, p. 8): 

1) Pengembangan permodalan masyarakat dengan menggalakan 

kegiatan menabung. 

2) Pengembangan usaha kecil dengan pembiayaan modal keja dan 

investasi. 

3. Produk Produk BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga 

Sumber dana yang dapat dihimpun oleh BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu Modal terdiri 

dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, Dana Investasi Tidak Terikat 

yaitu Simpanan Berjangka Mudharabah, Dana Investasi Terikat yaitu 

Mudharabah Muqayyadah, serta Dana Titipan yaitu Simpanan atau Tabungan 

Wadiah (Standar Operasional Prosedur (SOP), 2011, p. 58).  

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga dibedakan dalam hal akad transaksi 

yang digunakan yaitu akad mudharabah dan akad wadiah. Adapun jenis 

produk simpanan atau tabungan yang disediakan di BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga yaitu simpanan umat, simpanan 
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pelajar, simpanan hari raya idul fitri, simpanan qurban, simpanan haji atau 

umrah, dan simpanan berjangka.  

Persyaratan dan ketentuan produk penghimpunan dana atau simpanan 

yaitu sebagai berikut (Standar Operasional Prosedur (SOP), 2011, pp. 59-60): 

a. Syarat Umum 

1) Pembukaan rekening yang ditujukan bagi perorangan atau lembaga. 

2) Sebagai bukti BMT akan menerbitkan buku simpanan. 

3) Penyetoran, pengambilan dan perubahan saldo simpanan dicatat 

oleh BMT dalam rekening dan atas nama penyimpan atau nasabah. 

4) Terhadap penutupan rekening bagi perorangan dikenakan biaya Rp 

5.000 dan bagi lembaga dikenakan biaya Rp 10.000. 

5) BMT maupun penyimpan sewaktu-waktu berhak menghentikan 

hubungan rekening dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 

6) Penyimpan atau nasabah bertanggung jawab penuh tehadap 

penggunaan slip pengambilan bila terjadi penyalahgunaan yang 

merugikan BMT. 

7) BMT berhak melakukan perubahan-perubahan pada persyaratan ini. 

b. Penyetoran dan Pengambilan 

1) Setoran awal, setoran selanjutnya minimal saldo disesuaikan dengan 

bentuk simpanan yang dikehendaki nasabah. 

2) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakuan pada jam kerja BMT. 

3) Slip penyetoran dan pengambilan dinyatakan sah apabila ada cetak 

validasi atau ditanda tangani pihak yang berwewenang dan dicap 

atau stempel. 

4) Setiap penyetoran dan pengambilan harus menggunakan slip yang 

telah disediakan oleh BMT. 

5) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan secara tunai. 

c. Perhitungan Bagi Hasil 

1) Nisbah bagi hasil ditentukan oleh BMT. 
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2) Ketentuan dihitung atas dasar rata-rata harian yang terdapat dalam 

satu bulan terhitung sejak tanggal 1 sampai akhir bulan dengan 

minimum saldo Rp 20.000. 

Untuk meningkatkan fungsi BMT secara umum dan meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi, maka dana yang diterima akan disalurkan kembali 

kepada nasabah yang memenuhi standar kelayakan. Standar kelayakan yang 

dijadikan pedoman dalam memberikan pembiyaan kepada nasabah yaitu: 

kelayakan usaha yang memiliki potensi keuntungan, kredibilitas dari nasabah 

dan usahanya, jaminan yang diberikan serta yang terpenting adalah karakter 

dari nasabah itu sendiri. 

Syarat-syarat permohonan pembiayaan pada BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga adalah sebagai berikut (Standar 

Operasional Prosedur (SOP), 2011, p. 86): 

1. Syarat Umum 

a. Foto Copy KTP suami istri yang masih berlaku (rangkap dua), 

b. Foto Copy Kartu Keluarga, 

c. Foto Copy Akta Nikah. 

2. Syarat Khusus Bagi Pegawai Negeri 

a. Foto Copy Slip Gaji atau keterangan penghasilan,  

b. Foto Copy SK pengangkatan pertama dan terakhir. 

3. Jaminan 

a. Foto Copy BPKB atas nama sendiri dilampiri STNK (masih menjadi 

milik sendiri). 

b. Foto Copy BPKB bukan atas nama sendiri. 

1) Dilampiri Foto Copy STNK. 

2) Dilampiri Foto Copy kwitansi pembelian bermaterai Rp 10.000. 

3) Dilampiri Foto Copy KTP pemilik (nama yang tercantum dalam 

STNK atau BPKB). 

4) Gesekan nomer angkan dan nomer mesin. 

5) Foto unit dan pemilik. 
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Jenis atau produk penyaluran dana di BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga terdiri dari beberapa jenis yaitu syirkah (kerjasama 

berbagi hasil), buyu’ (jual beli), ijarah (sewa) maupun qardh (pinjaman).  

Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad bagi hasil yang dilakukan 

2 (dua) jenis transaksi yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Transaksi 

penyaluran dana berdasarkan akad jual beli diantaranya yaitu Murabahah, 

Salam, dan Istishna. Transaksi penyaluran dana bersarakan akad sewa 

diantaranya yaitu Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bitamilk. Sementara transaksi 

berdasarkan akan pinjaman yaitu menggunakan akad Qardh (Standar 

Operasional Prosedur (SOP), 2011, p. 83).  

1. Pembiayaan Mudharabah 

Merupakan akad kerjasama usaha/ perniagaan antara pihak dana 

(shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 

100% dengan pihak pengelola (mudharib), untuk disuahakan dengan 

porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai kesepakatan 

dimuka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian akan ditanggung 

oleh pemilik modal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan 

oleh pihak pengelola dana seperti penyelewangan, kecurangan, dan 

penyalahgunaan dana (Standar Operasional Prosedur (SOP), 2011, p. 

83). 

2. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah atau syirkah merupakan suatu bentuk 

akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk 

menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak 

mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha 

tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau 

berdasarkan kesepakatan bersama. Akad muyarakah dapat diartikan 

sebagai percampuran dana untuk tujuan pembagian kentungan (Standar 

Operasional Prosedur (SOP), 2011, p. 84). 
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3. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang pada 

harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. 

Karakteristiknya adalah penjual harus mengetahui berapa harga produk 

yang dibeli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai 

tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, 

dapat secara langsung ataupun secara angsuran. Contoh dalam akad 

pembiayaan murabahah yaitu pembelian mobil, pembelian sepeda 

motor, membangun rumah atau merenovasi rumah, dan yang lainnya 

(Standar Operasional Prosedur (SOP), 2011, p. 86). 

Dari produk pembiayaan diatas, calon nasabah harus memenuhi 

ketentuan yang telah ditentukan oleh BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga, ketentuannya adalah sebagai berikut (Standar 

Operasional Prosedur (SOP), 2011): 

1. Menjadi anggota atau nasabah BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga dengan mengisi formulir keanggotaan. 

2. Menyerahkan foto copy identitas, seperti KTP, SIM atau yang lainnya. 

3. Detail akad dan kesepakatan dilakukan secara langsung di BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. 

4. Struktur Organisasi  

Tabel 1 Struktur Organisasi BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga 

Pengurus 

Jabatan Nama 

Ketua  Sobirin, S.Pd 

Sekretaris Sutrisno, A.Ma 

Bendahara  Marsono 

Pengawas 

Ketua Imam Subaktiyo 



 

 
 

48 
 

Anggota  Drs. Mahmud 

Anggota Siti Mutmainah, S.Ag 

Dewan Syariah 

Ketua Kyai Umi Mahtum 

Anggota Kyai Ahmad Izudin 

Dewan Penasehat 

Ketua H. Khoeroji 

Anggota Supardo, S.Ag 

Pengawas 

Manajer Umum Sujud Irwanto, S.E 

Pembiayaan Remidian Irsyadul ‘Ibad 

Administrasi Septi Setiani 

Marketing Siswanto, A.Md 

Marketing Puji Utomo 

Marketing Roisatun Nisa Adliya 

Sumber : SOP BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga 

B. Pembiayaan Musyarakah yang Bermasalah dan Faktor-Faktor  

Penyebabnya di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga 

Pembiayaan bermasalah sudah tidak asing didengarkan oleh kita, 

khususnya pada lembaga keuangan hampir di setiap lembaga keuangan 

mengalami permasalahan tersebut. Oleh karena itu, masalahnya adalah 

bagaimana menghadapi permasalahan tersebut. Pembiayaan bermasalah 

merupakan resiko yang terjadi dari peminjaman yang tertunda atau 

ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya yang telah 

dibebankan (Muhammad, 2005:168). Maka dari itu penulis yakin bahwa tidak 

ada lembaga keuangan yang melemah karena tidak mampu dalam 

memanajemen permasalahan tersebut.  

Seperti halnya di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga yang memiliki permasalahan yang sama yaitu pembiayaan 

bermasalah. Dalam setiap penyaluran pembiayaan pasti memiliki resiko, baik 
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resiko rendah atau resiko tinggi. Hal tersebut terjadi karena kondisi 

lingkungan dan kemampuan kita untuk memprediksi masa yang akan datang 

yang cepat berubah. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi dengan terdeteksi 

adanya penyimpangan dari ketentuan atau kesepakatan oleh pihak BMT dan 

nasabah yang telah melakukan perjanjian pembiayaan, seperti adanya 

penurunan keuangan BMT, pergantian SDM, adanya penurunan sikap 

koperatif dari nasabah, serta nilai jaminan yang mengalami penurunan sampai 

pada masalah nasabah. Dalam hal tersebut pihak BMT Syirkah Muawwanah 

NU Bojongsari Purbalingga memiliki peran yang sangat penting dalam 

meminimalisir resiko pembiayaan yang muncul.  

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena 

adanya kesulitan yang dialami oleh pihak BMT dan atau pihak nasabah. 

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dibagi menjadi 

dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari pihak pengelola 

dana dalam hal ini yaitu pihak BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga. Kelalaian dalam penyaluran dana merupakan faktor internal 

yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Data awal sebagai data acuan 

untuk mengetahui baik tidaknya seorang nasabah dalam melunasi 

kewajibannya. Kelalaian ini disebabkan oleh pegawai, yang kurang 

mengetahui dan mendalami pekerjaannya. Sumber Daya Manusia merupakan 

faktor utama dalam penyaluran dana, jika Sumber Daya Manusia kurang 

memahami maka akan terjadinya masalah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Irsyad sebagai Staf Pembiayaan Remidian (Interview, 01 Febuari 2021): 

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak internal. 

Kurangnya SDM yang memadai, kurangnya diteliti kembali calon nasabah, 

kurangnya pengawasan, dan kesalahan prosedur pencairan, serta kelalaian 

dari pegawai.”  

Dari hasil wawancara dan observasi yang didapat oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu 

oleh Sumber Daya Manusia. Pemicunya kelalaian dalam prosedur penyaluran 
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dana. Pemaparan dari Irsyad ini lebih memperkuat hasil dari wawancara 

dengan Sobirin yang menjelaskan bahwa (Interview, 26 Mei 2021): 

 “Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang pertama yaitu dari 

pihak internal yang kurang teliti seperti saat prosedur dalam melakukan 

pencairan dana yang kurang teliti. Penyebab lainnya yaitu karena usaha nya 

menurun pada saat pandemi seperti saat ini. Solusi untuk pihak BMT yaitu 

harus diperhatikan dan diteliti kembali.”  

Hasil pemaparan peneliti dengan wawancara dan observasi di BMT 

Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga mengatakan dari kedua 

informan yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu 

dominan oleh faktor internal dari pihak BMT. Kurangnya pengetahuan 

kinerja karyawan, kurangnya teliti dalam melakukan prosedur pembiayaan, 

serta kelalaian dalam pencairan dana. Yang seharusnya dilakukan oleh 

karyawan BMT yaitu meningkatkan kembali kinerja, serta melakukan 

pembelajaran pengetahuan tentang prosedur pembiayaan.  

Selain masalah oleh pihak internal, masalah yang lain juga pada pihak 

eksternal yaitu nasabah. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar, faktor 

inilah yang tidak bisa dikendalikan oleh pihak internal, dengan adanya 

nasabah yang tidak jujur, memanipulasi data serta dengan Sumber Daya 

Manusia nya yang kurang pengetahuan dan memadai maka terjadilah 

pembiayaan bermasalah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Irsyad bahwa 

(Interview, 01 Febuari 2021):  

“Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang  pernah kita alami 

yaitu masalah nasabah yang memanipulasi data, tidak jujur apa adanya dan 

mengada-ada.”  

Selain faktor eksternal dari memanipulasi data faktor lainnya yaitu dari 

nasabah itu sendiri yang usahanya mengalami kepailitan, serta mementingkan 

keperluannya. Untuk memperkuat hasil wawancara Irsyad, maka peneliti 

mewawancari kepada Septi maka dijelaskan bahwa (Interview, 01 Febuari 

2021): 
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 “Faktor penyebabnya dari nasabah itu sendiri, seperti pendapatan 

usahanya yang berkurang dan banyaknya pengeluaran. Serta digunakan untuk 

membeli keperluan nasabah itu sendiri dari pada untuk membayar angsuran, 

seperti untuk keperluan dapur, bahkan untuk membeli sepeda motor dan yang 

lainnya.”  

Pemaparan dari wawancara diatas selain faktor yang disebutkan dan 

untuk memperkuat hasil wawancara tersebut, maka peneliti mewawancari 

nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga.  

”Profesi saya adalah pedagang dengan membuka warung kecil 

dirumah, serta berjualan jajanan disekolah. Kebutuhan sekarang semakin 

banyak, serta pemasukan yang kurang dengan kondisi pandemi seperti saat 

ini. Saya sangat berdampak maka terjadinya masalah seperti ini” ujar DQ 

selaku nasabah BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga yang 

mengalami pembiayaan bermasalah (Interview, 7 Juni 2021). 

“Saya seorang penjual jajanan es buah coklat keliling, saya biasanya 

mangkal di sekolah-sekolah. Tetapi untuk saat ini tidak bisa karena adanya 

pandemi yang menyebabkan sekolah ditutup. Keuntungan yang saya 

dapatkan perhari lumayan jika ada anak sekolah, dan bisa menyisihkan untuk 

ditabung. Saya sangat berdampak adanya pandemi, tidak bisa berjualan 

disekolah dan sekarang harus keliling ke desa-desa. Serta kebutuhan yang 

semakin banyak seperti kebutuhan anak sekolah, kebutuhan dapur dan yang 

lainnya” Ujar SN selaku nasabah BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga yang mengalami pembiayaan bermasalah (Interview, 11 Mei 

2021). 

Tujuan melakukan penyaluran dana yaitu untuk usahanya, namun disini 

banyak digunakan untuk keperluan pribadinya, hal tersebut tidak sesuai 

dengan akad musyarakah. Untuk memperkuat hasil wawancara tersebut 

dengan semestinya dana digunakan untuk keberlangsungan usahanya, maka 

menurut Sobirin menjelaskan bahwa (Interview, 26 Mei 2021): 
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“Banyak nasabah yang melakukan pembiayaan disini tetapi tidak 

digunakan untuk keperluan usaha. Namanya juga pembiayaan musyarakah 

yang berarti kita (BMT) yang memiliki modal memberikan modal kepada 

nasabah untuk keberlangsungan usahanya dan adanya bagi hasil yang 

disepakati bersama. Namun jika dana tersebut tidak digunakan untuk usaha 

atau keperluan yang lainnya, maka kami pihak BMT akan menggunakan akad 

addendum, dimana akad addendum memiliki arti akad tambahan.”  

Bahwa hal yang sering terjadi oleh nasabah dalam melakukan 

pembiayaan di BMT namun dana tersebut tidak digunakan untuk usahanya 

melainkan untuk keperluan lainnya. Seperti untuk membeli sepeda motor, 

sedangkan menurut nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu 

untuk memenuhi kebutuhan dapur, keperluan sekolah anak atau yang lainnya. 

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga juga pernah 

mengalami pembiayaan yang tidak berdasarkan data yang akurat. Mengatasi 

hal tersebut, pihak BMT melakukan wawancara mendalam kepada pihak 

nasabah tersebut, dan atau menanyakan langsung atau menggali informasi 

kepada tetangganya. Dilakukannya wawancara mendalam kepada nasabah 

merupakan cara yang dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi, jujur 

atau tidaknya seorang nasabah dalam melakukan pembiayaan. Seperti halnya 

yang dijelaskan oleh Irsyad bahwa (Interview, 01 Febuari 2021): 

“Dengan cara melakukan interview kepada nasabah, pertama kita 

meminta data penjualan dan pembelian setelah itu kita cocokan. Terdapat 

nasabah yang menghasilkan sehari yaitu Rp. 800.000 tetapi nasabah 

bilangnya Rp 3.000.000. namun setelah melihat data pembelian belanjaan 

nasabah yang hanya Rp 100.000 dengan penghasilan Rp 800.000, maka pihak 

BMT bisa melihat dari data tersebut. Kejadian seperti itu baru pertama kali 

terjadi disini.”  

Untuk pengawasan dalam pembiayaan atau pencairan dana dengan 

melihat dokumen nasabah dengan ketat oleh pihak BMT. Pengecekan 

pertama oleh Irsyad selaku Pembiayaan Remidial, pengecekan kedua oleh 

Sobirin sebagai Ketua BMT, lalu pengecekan yang terakhir oleh Siti 
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Mutmainah selaku Pengawasan Pembiayaan. Hal ini penting karena ada 

tanda tangan hitam diatas putih/perjanjian, maka harus benar-benar dicek lalu 

setalah itu akan didokumentasikan dengan baik, karena dokumen itu sangat 

penting bagi pihak BMT. Pengawasan oleh BMT kepada calon nasabah yang 

setelah melakukan pembiayaan selama 5-7 hari pihak BMT akan mendatangi 

dan melihat kondisi usahanya seperti yang diungkapkan oleh Irsyah bahwa 

(Interview, 01 Febuari 2021):  

“Yang pertama yaitu marketing yang mencari dan merekuitment calon 

nasabah. Lalu calon nasabah tersebut datang langsung ke kantor untuk 

melakukan pembiayaan. Setelah itu dokumen di cek terlebih dahulu oleh 

saya, lalu dicek oleh Pak Sobirin baru dicek oleh Bu Siti. Setelah dicek tanda 

tangan dan isinya tentang pembiayaan sudah benar, maka barulah 

didokumentasikan. Dokumen dicek terlebih dahulu karena didalam dokumen 

tersebut terdapat surat perjanjian antara calon nasabah dan pihak BMT, jadi 

harus benar-benar dicek.”  

Untuk memperkuat hasil wawancara dengan Irsyad tentang 

pengawasan kepada calon nasabah, maka dijelaskan oleh Sobirin bahwa 

(Interview, 26 Mei 2021):    

“Nasabah yang sudah melakukan pembiayaan masih akan dipantau 

selama 5-7 hari, dengan sowan ke rumah nasabah atau menanyakan usahanya 

via telphone untuk mengecek uang pembiayaan nya sudah digunakan apa 

belum.”  

Menyaring resiko yang akan dihadapi oleh BMT Syirkah Muawwanah 

NU Bojongsari Purbalingga yaitu dengan menggunakan cara menerapkan 5C 

dan cek lingkungan namun masih kurang maksimal. Analisis yang digunakan 

oleh pihak BMT untuk nasabahnya dengan menggunakan 5C yaitu character, 

capacity, capital, collateral, dan condition. Sebagaimana yang dijelasakan 

oleh Irsyad bahwa (Interview, 01 Febuari 2021): 

“Sebenarnya kita menyaring resiko dengan menggunakan 5C namun 

masih belum maksimal. Seperti kita hanya mengandalkan interview dan 
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dokumen yang diisinya diawal pembiayaan. Namun sekarang sudah lebih 

baik karena sudah adanya pembelajaran lebih mendalam.”  

Cara menganalisis calon nasabah pihak BMT menggunakan cara 5C 

yaitu character (karakter) dengan melakukan interview langsung kepada 

calon nasabah, capacity (kemampuan) melakukan interview langsung kepada 

calon nasabah dan melihat nota pembelian belanjaan usahanya, capital 

(modal) melakukan interview kepada nasabah dengan melihat modal tersebut 

digunakan dan mengelola modal tersebut untuk apa, collateral (jaminan) 

pihak BMT melihat jaminan yang dijaminkan oleh calon nasabah yang guna 

untuk menilai pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah, lalu yang 

terakhir yaitu condition (kondisi) melihat dengan interview kepada calon 

nasabah bagaimana kondisi yang dialami oleh calon nasabah. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Irsyad bahwa (Interview, 01 Febuari 2021): 

“Semua dilakukan dengan cara menginterview nasabah, baik dalam 

mengetahui karekter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi. Cara yang 

digunakan disini dengan melihat nota pembelian dan nota penjualan. Dengan 

cara menginterview nasabah kita bisa melihat karakter sebenarnya dari calon 

nasabah dengan menanyakan berapa omset penjualannya, belanja dimana, 

nota penjualan karena disaat itulah kita bisa melihat bahwa nasabah 

berbohong atau jujur. Dipastikan juga kita mencari informasi tentang hal itu 

kepada tetangganya. Dalam menganalisa kemampuan nasabah kita mengecek 

data atau nota pembelian serta penjualan. Dengan cara tersebut kita bisa 

melihat bagaimana kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. 

Dalam menganalisis besarnya modal dengan mengecek kembali dari data atau 

nota pembelian dan penjualan usahanya. Untuk jaminan nasabah harus sesuai 

dengan apa yang dijaminkan oleh nasabah. Sebagai contoh seorang nasabah 

menjaminkan sertifikat tanah atau rumah yang harganya sampai dengan 100 

juta maka kita hanya bisa memberikan 80 juta atau 80% dari harga jaminan. 

Namun kebanyakan jaminan yang dijaminkan oleh nasabah yaitu sertifikat 

kendaran, dengan ketentuan sampai 10 tahun tenornya. Dalam pengecekan 

kondisi dari nasabah kita dapat melihat kondisi lingkungan yang sebenarnya. 
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Kembali lagi mengecek data atau nota pembelian dan penjualan usahanya 

serta mencari dan menggali informasi dengan bertanya kepada tetangganya.” 

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga juga 

mengalami persaingan, karena tempatnya yang strategis dan terdapat lembaga 

keuangan lainnya didaerah tersebut seperti BMT Amanah Bukateja, BKK dan 

BRI Konvensional. Untuk mengatasi persaingan tersebut pihak BMT 

melakukan pelayanan lebih cepat kepada nasabah dan mempermudah 

nasabah untuk melakukan pembiayaan, serta meningkatkan pelayanan yang 

lebih baik agar nasabah senang dengan pelanyanan di BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Sobirin bahwa (Interview, 26 Mei 2021):  

“Persaingan tentu pasti ada apalagi BMT disini bukan hanya ini saja, 

dan adanya bank konvensional. Cara mengatasi persaingan tersebut dengan 

adanya pelayanan yang cepat simpel dan mudah, dan jangan membuat calon 

nasabah bingung serta ribet, harus membantu dan memberi solusi kepada 

calon nasabah. Dengan adanya persingan membuat pihak BMT menjadi 

selalu optimis dan selalu memberikan pelayanan baik kepada nasabah.”  

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga dalam 

mengatasi masalah nasabah yang tidak beritikad baik yaitu dengan cara 

bernegosiasi, peringatan SP 1-SP 3, dengan jalur pengadilan jika sudah tidak 

direspon namun masalah ini belum pernah dialami oleh BMT, dan cara yang 

terakhir yaitu menarik atau menjual yang dijaminkan oleh nasabah. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Irsyad bahwa (Interview, 01 Febuari 

2021): 

“Langkah pertama yang dilakukan yaitu musyawarah, dengan 

membicarakan secara kekeluargaan dengan nasabah, namun jika langkah 

pertama gagal maka kita akan memberikan peringatan SP 1-SP 3, jika langkah 

kedua masih gagal maka langkah selanjutnya yaitu menyita atau menjual 

jaminan yang dijaminkan. Jika semua langkah masih gagal maka kita 

menggunakan langkah terakhir yaitu membawa ke jalur pengadilan, namun 

langkah terakhir seperti ini belum pernah terjadi.”  
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Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut dapat mempermudah 

menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi. Namun tak semuanya 

diterima dan disepakati oleh nasabah. Hal yang pernah terjadi di BMT 

Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga dan cara mengatasinya 

menurut Sobirin menjelaskan bahwa (Interview, 26 Mei 2021):  

“Kejadian yang pernah dialami oleh nasabah yaitu rumahnya yang 

rusak atau tempat buat usaha rusak, serta kejadian kebakaran yang 

menyebabkan barang dagangan ikut kebakar tak tersisa, namun kejadian 

kebakaran seperti ini baru pertama kalinya. Dengan kejadian seperti itu pihak 

BMT memberikan saran untuk merestrukturisasi atau perpanjangan waktu 

untuk melunasi angsurannya, kasihan kepada nasabah yang membutuh waktu 

untuk perbaikan karena sedang mengalami musibah. Kita pihak BMT hanya 

bisa memberi perpanjangan waktu angsurannya.”  

Dan masalah tersebut disebabkan oleh bencana atau musibah terjadinya 

kebakaran, maka pihak BMT akan merenggangkan, memaklumi, dan 

memberi solusi untuk merestrukturisasi.   

Kesimpulan dari pemaparan diatas yaitu faktor internal yang pernah 

terjadi di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga adalah 

terjadinya kelemahan dalam menganalisis pembiayaan yaitu informasi 

pembiayaan yang tidak lengkap dan analisis pembiayaan yang tidak 

berdasarkan pada data yang akurat, sedangkan faktor eksternalnya yaitu ada 

pada kelemahan karakter nasabah yaitu karena menurunnya usaha nasabah 

pada saat pandemi seperti ini yang kurangnya pemasukan.  

Berdasarkan dari pemaparan data diatas faktor internal pembiayaan 

bermasalah di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga yang 

pernah terjadi yaitu disebabkan karena analisis pembiayaan yang tidak 

berdasarkan data akurat, informasi pembiayaan yang tidak lengkap. 

Sedangkan faktor eksternalnya disebabkan karena bencana alam, musibah 

lainnya dan nasabah yang memprioritaskan kepentingan lain. Maka dari itu 

peneliti akan menganalisis data satu persatu. 
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Faktor internal yang dimaksud disini yaitu beberapa faktor yang pernah 

terjadi dari nasabah atau pihak BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga yaitu: 

1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan 

Kelemahan dalam analisis pembiayaan sangat berpengaruh dalam 

pembiayaan bermasalah. Kelemahan dalam analisis pembiayaan bisa 

disebabkan karena analisis pembiayaan berdasarkan data yang tidak 

akurat, informasi pembiayaan yang tidak lengkap dan analisis yang tidak 

cermat. Dari analisis pembiayaan yang tidak berdasarkan data akurat, 

informasi pembiayaan yang tidak lengkap dan analisis tidak cermat ini 

bisa salah satu menjadi faktor pembiayaan bermasalah dikarenakan jika 

analisis pembiayaan tersebut tidak diteliti secara detail akan bisa 

menyebabkan pihak BMT akan terkena tipu oleh nasabah, pihak BMT 

tidak dapat mengetahui untung atau ruginya dalam usaha nasabah, hal 

yang seperti inilah yang menjadi harus menganalisa nasabah lebih cermat 

lagi. Pihak BMT harus lebih cermat lagi dalam menganalisa pembiayaan 

agar tidak terjadinya analisis pembiayaan yang tidak lengkap. 

2) Kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kelemahan sumber daya manusia merupakan faktor yang memiliki 

peran sangat penting bagi BMT dalam melaksanakan tugasnya. 

Kelemahan disini kurangnya wawasan, pengalaman, pengetahuan dan 

terbatasnya tenaga profesional dalam pembiayaan. Hal ini sangat 

berpengaruh bagi pihak BMT dalam menyelamatkan pembiayaan 

bermasalah. 

Sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang pernah terjadi pada nasabah 

adalah kebakaran dan nasabah yang mementingkan dan memprioritaskan 

yang lain. Faktor eksternal yang dimaksud yaitu dari luar kemampuan 

nasabah atau dari kehendaknya dan kepentingan nasabah itu sendiri, yaitu: 

1) Musibah  

Musibah ini sangat berpengaruh dalam pembiayaan bermasalah. Jika 

nasabah mengalami kebakaran baik rumah atau gedung penyimpanannya 
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tentunya nasabah akan mengeluarkan dana lebih untuk memperbaiki 

rumah atau membeli perlengkapan kebutuhan rumah nasabah atau yang 

lainnya, hal ini menyebabkan nasabah lupa akan kewajibannya. Musibah 

seperti ini tidak bisa diprediksi dengan melihat akan tetapi pihak BMT 

bisa melakukan antisipasi untuk mengasuransikan jaminan nasabah. Jadi 

jika nasabah mengalami musibah kebakaran maka kerugian yang akan 

ditanggung oleh pihak BMT tidak terlalu besar. 

2) Nasabah memprioritaskan kepentingan lain 

Nasabah yang melakukan pembiayaan lebih sering memprioritaskan 

kepentingan lainnya. Biasanya digunakan untuk keperluan dapur rumah, 

membayar uang sekolah anak dan yang lainnya. Hal ini mengakibatkan 

nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, jika banyak nasabah yang 

melakukan hal seperti ini cara mengatasinya dengan melakukan adanya 

tambahan akad addendum yaitu untuk mengurangi terjadinya 

penyelewengan penggunaan uang. 

Setelah melihat faktor-faktor penyebab di atas maka pihak BMT harus 

lebih meneliti kembali dalam menganalisis pembiayaan yang digunakan oleh 

BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga, karena dalam 

menganalisis pembiayaan sangat dibutuhkan dalam mencari nasabah. 

Analisis yang digunakan oleh BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga yaitu menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, 

Colateral, dan Condition). 

a. Character atau karakter, yaitu untuk menentukan nasabah ini layak atau 

tidaknya dalam pembiayaan, pihak BMT harus melihat nasabah dari 

kejujurannya, dan keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan di 

BMT. Caranya dengan menggali dan mengetahui bagaimana karakter 

nasabah ini dengan cara berkomunikasi langsung dengan nasabah dan 

mencari informasi dengan menanyakannya ke tetangga disekitar rumah 

nasabah. Jadi dengan begitu pihak BMT akan mengetahui bagaimana 

karakter nasabah tersebut. 
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b. Capacity atau kemampuan, yaitu untuk menentukan kemampuan dari 

nasabah layak atau tidaknya itu dilihat dari kemampuan nasabah dalam 

menjalankan usahanya. Karena kemampuan yang dimiliki oleh nasabah 

dalam membuat rencana dan merealisasika rencana tersebut. Jika pihak 

BMT mengetahui cara kerja usaha nasabah atau rencana dalam usaha 

tersebut bisa dilihat, karena tidak semua usaha memiliki rencana dalam 

usaha. Jika nasabah memiliki rencana dalam usahanya maka nasabah 

tersebut memiliki tekad yang kuat dalam meningkatkan usahanya. 

c. Capital atau modal, dalam menentukan kemampuan nasabah dalam 

mengelola besarnya modal dilihat dari nota penjualan dan nota pembelian. 

Dengan begitu pihak BMT dapat mengetahui kemampuan nasabah dalam 

menjalankan usahanya dengan melihat nota penjualan dan nota pembelian 

nasabah. 

d. Collateral atau jaminan, jaminan disini sangat penting karena untuk 

menentukan besarnya dana yang diterima nasabah dengan melihatnya 

jenis, lokasi dan kepemilikan jaminan tersebut. Didalam BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga untuk menentukan jaminannya 

dengan contoh jika jaminan tanah dan bangunan maka presentase yang 

didapat yaitu 80% dari pembiayaan. Selain untuk menentukan besarnya 

dana pembiayaan, jaminan ini juga digunakan untuk jika sewaktu-waktu 

terjadi pada nasabah yang mengalami masalah dalam pembiayaan maka 

jaminan tersebutlah yang dapat dijual belikan untuk menutupi masalah 

tersebut. Jaminan ini dapat diperjual belikan baik oleh pihak BMT 

ataupun nasabah yang tujuannya agar nasabah tidak kesusahan. 

e. Condition atau kondisi, kondisi yang dimaksudkan yaitu suatu kondisi 

ekonomi saat ini secara global atau kondisi dari nasabah itu sendiri. 

Kondisi ekonomi sekarang dan yang akan datang akan dapat 

mempengaruhi naik turunnya suatu usaha nasabah sewaktu-waktu. Pihak 

BMT dapat mengetahui suatu kondisi ekonomi nasabah dilihat dari 

pendekatan dengan nasabah serta menanyakan atau mencari informasi 

dengan pendekatan kepada tetangga nasabah. 
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C. Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah yang Bermasalah di BMT 

Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga 

Adanya pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan 

menyebabkan kesulitan dan pada saat yang sama akan mengurangi tingkat 

kesehatan BMT itu sendiri. Menurut  Sobirin selaku Ketua BMT pada tahun 

2018 NPFnya mencapai 2,35% pada tahun 2019 NPFnya mencapai 1,75% 

dan pada tahun 2020 NPFnya mencapai 2%. Jadi NPF pada tahun 2018-2020 

mengalami penurunan juga kenaikan. 

Tabel 2 Data NPF BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga 

Tahun NPF Peringkat Keterangan 

2018 2,35% II Baik 

2019 1,75% I Sangat Baik 

2020 2,00% I Sangat Baik 

Sumber : Data NPF BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga Tahun 2018-2020. 

“NPF di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga 

alhamdulilahnya masih dapat terkendali, karena masih dibawah 5%. Jadi 

masih aman, dari total NPF ditahun 2018 yaitu 2,35%, tahun 2019 yaitu 

1,75%, dan ditahun 2020 yaitu 2%. Alhamdulilah mengalami penurunan 

tetapi terdapat kenaikan juga, namun kenaikannya tidak terlalu banyak. Tapi 

hal ini sudah termasuk dikategorikan dalam perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan dan macet. Ditahun 2020 banyak dikategotikan dalam perhatian 

khusus karena telat dalam perlunasan angsuran sampai 90 hari” ujar Sobirin 

(Interview, 26 Mei 2021). 

Jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada produk 

musyarakah bermasalah pada tahun 2018-2020 cukup mengalami penurunan 

dan kenaikan yang tidak cukup naik. Pada tahun 2018 terdapat 157 nassabah, 

tahun 2019 mencapai 125 nasabah dan di tahun 2020 yaitu 137 nasabah. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sobirin bahwa (Interview, 26 Mei 2021): 
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“Dalam data jumlah pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan 

musyarakah pada tahun 2018 yaitu terdapat 157 nasabah, pada tahun 2019 

terdapat 125 nasabah, dan di tahun 2020 terdapat 137 nasabah.”  

Pembiayaan bermasalah selalu berdampak negatif baik pihak BMT atau 

dari nasabah itu sendiri serta berpengaruh pada perekonomian. Disetiap BMT 

atau lembaga keuangan yang lain semua pasti pernah mengalami pembiayaan 

bermasalah. Maka dari itu harus segera diatasi dengan cara penyelesain 

pembiayaan yang bermasalah.  

Menurut Sobirin menjelaskan penanganan atau penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah di BMT 

Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga yaitu (Interview, 26 Mei 

2021): 

“Langkah awal yang kita lakukan yaitu musyawarah serta sowan 

kerumah nasabah, lalu melihat kondisi dan menanyakan faktor penyebab 

terjadinya pembiayaan bermasalah. Kemudian kita berikan surat peringatan 

dari SP 1-SP 3. Cara yang digunakan yaitu merestrukturisasi, menjual 

jaminan, surat peringatan dan jalur pengadilan.”  

Untuk memperkuat pemaparan hasil wawancara Sobirin, maka menurut 

Irsyad menjelaskan tentang penanganan pembiayaan bermasalah di BMT 

Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga yaitu (Interview, 01 

Febuari 2021):  

“Sebenernya kita melihat terlebih dahulu nasabah tersebut mampu atau 

tidak dalam membayar, jika tidak mampu kita dapat melihat dari 

penyebabnya. Jika usahanya menurun maka kita memberikan solusi 

restrukturisasi atau perpanjangan waktu dalam membayar angsuran. 

Selanjutnya kita menggunakan surat peringatan SP 1-SP 3, namun jika belum 

merespon dengan adanya surat peringatan maka pihak BMT akan melakuakn 

pembicaraan kepada nasabah tentang penyitaan jaminan atau menjual 

jaminanya sebagai aset melunasi hutangnya. Jika masih belum merespon 

maka jalan terakhir yaitu dengan jalur pengadilan agama.”  
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Dari hasil wawancara kedua narasumber tersebut menjelaskan sama, 

bahwa pihak BMT melakukan pendekatan dengan musyawarah dan 

berkunjung kepada nasabah untuk lebih mengetahui masalah apa yang sedang 

terjadi dan apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Dengan 

memberikan surat peringatan dari SP 1 terlebih dahulu, jika tidak merespon 

nantinya akan diberikan surat peringatan SP 2 dan SP 3. Jika dalam surat 

peringatan tidak mempan atau merespon maka pihak BMT akan 

menggunakan 4 tahap dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 

produk pembiayaan musyarakah di BMT Syirkah Muawwanah NU 

Bojongsari Purbalingga yaitu: 

1. Pendekatan Kepada Nasabah 

Menurut Irsyad pendekatan yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu 

digunakan untuk mengetahui penyebab nasabah tersebut mempunyai 

masalah dalam pembiayaan (Interview, 01 Febuari 2021). 

“Pertama yang kita lakukan yaitu sowan kerumah nasabah dengan 

tujuan untuk mencari informasi apa penyebab nasabah tersebut 

mempunyai masalah pembiayaan dengan cara bermusyawarah. Jika 

sudah mengetahuinya, maka kami akan membantu dengan menyarankan 

restrukturisasi atau perpanjangan waktu.”  

2. Restrukturisasi 

Restrukturisasi diartikan menurut Sobirin yaitu perpanjangan waktu 

dalam melunasi angsurannya. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban 

nasabah dan perubahan jadwal pembayaran angsuran (Interview, 26 Mei 

2021).  

“Restrukturisasi merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah 

dengan cara memperpanjang tenor tidak memperpanjang pembiayaan 

nasabah. Sebagai contoh: seorang nasabah masih punya pembiayaan 5 

juta yang angsurannya kurang 5 kali, maka kita akan memberikan 

perpanjangan sesuai dengan kemampuan nasabah, mungkin nasabah 

meminta untuk 10 kali angsurannya, berarti Rp 5.000.000 : 10 = Rp 

500.000. Maka nasabah setiap bulannya harus mengangsur Rp 500.000.”  
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“Dengan adanya perpanjangan waktu, nasabah lebih ringan dalam 

pembayaran angsurannya. Maka jika setiap ada nasabah yang mengalami 

masalah pembiayaan kita akan tawarkan dengan cara restrukturisasi 

dengan perpanjangan waktu.”  

“Pihak BMT melakukan perpanjangan waktu yang disepakati dengan 

nasabah, hal ini juga akan merubah jumlah angsuran karena jangka 

waktunya diperpanjang.”  

3. Jaminan  

Jaminan merupakan salah satu menjamin nasabah untuk tidak 

melaukan pelanggaran atau kabur dari tanggung jawabnya. Menurut  

Sobirin jika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, maka yang 

dilakukan oleh pihak BMT yaitu melalui pendekatan kepada nasabah agar 

mau menjual jaminan tersebut (Interview, 26 Mei 2021). 

“Melakukan pendekatan dengan tujuan menjual jaminan, mengetahui 

terlebih dahulu bagaimana bisa terjadinya pembiayaan bermasalah, jika 

karena kekurangan atau keuangannya sedang menurun maka pihak BMT 

menawarkan atau mengajukan untuk restrukturisasi. Jika masalah 

lainnya maka kita sarankan untuk menjual jaminan.”  

4. Pengadilan 

Menurut Sobirin jika terdapat nasabah yang sudah diberikan saran 

untuk memudahkan nasabah namun nasabah tersebut tetap tidak ada 

respon, maka pihak BMT akan mengajukan gugatan sederhana kepada 

pengadilan (Interview, 26 Mei 2021). 

“Pada saat musyawarah dengan nasabah kita tidak menemukan hal 

baik, maka langkah terakhir yaitu mengajukan gugatan sederhana kepada 

pengadilan. Disini pengadilan memberikan fasilitas kepada lembaga 

keuangan seperti BMT jika terdapat nasabah yang tidak mau menerima 

solusi atau kabur dari tanggung jawabnya maka kita bisa melaporkannya 

kepada pengadilan.”  

Kesimpulan dari pemaparan data diatas bahwa penanganan atau 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah 
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di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga yaitu berdominan 

dengan cara merestrukturisasi, karena ini cara yang sangat membantu 

nasabah dalam menyelesaikan dalam masalah pembiayaan. Penanganan atau 

penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan suatu usaha yang dilakukan 

oleh pihak BMT. Dalam menangani permasalahan ini disetiap lembaga 

keuangan pasti berbeda-beda. BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga ini dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan cara yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan  

Pendekatan dengan nasabah merupakan salah satu cara yang utama 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ini. Dan cara ini merupakan 

cara yang cukup mudah dilakukannya. Caranya dengan mendatangi 

langsung atau berkunjung ke rumahnya sehingga dapat mengetahui 

bagaimana kondisi rumah nasabah dan usaha yang dijalankan, serta 

melakukan pendekatan dengan tetangga nasabah. Datang ke rumah 

nasabah dengan melakukan musyawarah atau negosiasi dalam mengatasi 

masalah pembiayaan. Pendekatan tersebut berguna untuk mencari 

informasi penyebab apa yang terjadinya pembiayaan bermasalah. Jadi 

setelah pihak BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga 

mengetahui sebab penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah maka 

nasabah tersebut akan mendapatkan surat peringatan dari SP 1-SP 3, ini 

bertujuan agar nasabah mengingat bahwa masih memiliki tanggungan 

yang harus dibayarkan.  

2. Restrukturisasi  

Restrukturisasi merupakan cara yang ampuh dalam mengatasi 

pembiayaan bermasalah. BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga menggunakan cara restrukturisasi atau perpanjangan waktu. 

Disini pihak BMT bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam 

mengatasi masalah pembiayaan dalam pembayaran angsurannya. 

Nasabah yang disarankan oleh pihak BMT untuk restrukturisasi atau 
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perpanjangan waktu yaitu nasabah yang tergolong dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. 

Maka dari itu pihak BMT memberikan kemudahan nasabah dengan 

cara restrukturisasi atau perpanjangan waktu. Jadi jika nasabah diberi 

perpanjangan waktu untuk melunasi pembiayaannya tersebut nasabah 

lebih ringat tidak merasa terbebani. 

3. Jaminan  

Solusi jaminan ini digunakan jika nasabah sudah benar-benar tidak 

mampu membayar kewajibannya. Barang jaminan ini dapat berupa 

jaminan kebendaan atau jaminan perorangan, namun yang sering 

digunakan yaitu jaminan kebendaan. Berdasarkan penelitian pada BMT 

Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga menjual jaminan 

merupakan tahap yang ketiga, apabila dalam negosiasi atau pemberian 

surat peringatan dan saran kepada nasabah tidak direspon. Dalam 

penjualan jaminan nasabah ini juga harus ada izin dari nasabah maka dari 

itu adanya musyawarah dalam penjualan jaminan. 

4. Pengadilan agama atau Basyarnas-MUI 

Pada tahap keempat dalam penangan pembiayaan bermasalah produk 

pembiayaan musyarakah yaitu dengan pengadilan agama atau Basyarnas-

MUI. Pengadilan agama atau Basyarnas-MUI disini untuk menyelesaikan 

sengketa dan permasalahan pihak BMT dengan nasabah yang mengalami 

pembiayaan bermasalah. Jika nasabah yang mengalami pembiayaan 

bermasalah tidak merespon dan tidak menggunakan saran yang diberikan 

oleh pihak BMT maka pengadilan agama menjadi tahap terakhir untuk 

menghadapi masalah ini dengan adanya gugatan ringan kepada 

pengadilan agama. Pengadilan agama ini berguna memberi kepada 

nasabah menjadi jera agar nasabah melunasi kewajibannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah di BMT 

Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga disebabkan oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kelemahan dalam 

menganalisis pembiayaan, kelemahan karakter nasabah, yakni tidak 

mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu usahanya oleh 

pandemi Covid-19, dan kelemahan dalam Sumber Daya Manusia (SDM), 

yakni kurangnya wawasan, pengalaman, pengetahuan dari Sebagian 

pegawainya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu nasabah mengalami 

musibah kebakaran dan nasabah memprioritaskan kepentingan lain. 

2. Penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk 

pembiayaan musyarakah di BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga yaitu menggunakan cara penyelesaian yakni pertama, 

pendekatan kepada nasabah, dengan melakukan berkunjung kerumah 

nasabah serta bermusyawarah atau negosiasi tentang pembiayaan 

bermasalah. Kedua, restrukturisasi atau perpanjangan waktu dalam 

pembayaran angsuran yang bertujuan untuk mempermudah nasabah 

menghadapi pembiayaan bermasalah. Ketiga, jaminan yang dijaminkan 

akan dijual jika penanganan pertama dan kedua diacuhkan. Terakhir, 

pengadilan agama atau Basyarnas-MUI yang berguna untuk memberi jera 

kepada nasabah agar nasabah membayar kewajibannya. 

B. Saran  

1. BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga harus dapat lebih 

memaksimalkan dalam menganalisa calon nasabah yang lebih baik agar 

dikemudian hari tidak ada terjadinya pmbiayaan bermasalah. 

2. BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga sebelum 

memberikan pembiayaan kepada calon nasabah sebaiknya penilaian 

pembiayaan dengan 5C dilakukan dengan sebaik mungkin pada setiap 
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pembiayaan agar tidak ada terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian 

hari dan lebih dioptimalkan lagi prinsip 5C dalam menganalisanya. 
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Lampiran 17 Data Wawancara 

A. Daftar Interview Penelitian 

Informan 1, 2 dan 3 

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah? 

2. Bagaimana mengahadapi nasabah dengan pembiayaan yang tidak 

digunakan untuk keberlangsungan usahanya? 

3. Bagaimana prosedur dalam pemberian pembiayaan? 

4. Bagaimana cara menganalisis nasabah yang akan melakukan pembiayaan? 

5. Berapa lamakah proses pencairan dalam pemberian pembiayaan? 

6. Adakah persaingan yang di hadapi oleh BMT? Bagaimana BMT 

menghadapi persaingan tersebut? 

7. Apa saja hambatan yang dialami oleh BMT dalam menangani pembiayaan 

bermasalah? 

8. Bagaimana solusi dan strategi yang digunakan oleh BMT dalam 

menangani pembiayaan bermasalah? 

Informan 4 dan 5 

1. Bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah? 

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah? 

B. B. Transkip Wawancara 

Informan 1 

Tanggal Wawancara : 26 Mei 2021 

Tempat   : Rumah bapak Sobirin 

Identitas Informan 1 

Nama   : Sobirin, S.Pd 

Jenis Kelamin / Usia : Laki-laki / 45 Tahun 

Pendidikan   : S1 

Profesi / Jabatan  : Ketua BMT 

Alamat  : Kajongan RT 05 RW 01 Kec. Bojongsari Kab. 

Purbalingga 

 



 

 
 

N: Selamat sore pak, ee terimakasih pak sudah meluangkan waktunya untuk 

wawancara dengan saya, langsung saja ya pak dengan pertanyaan saya, ee 

bagaimana pendapat bapak tentang pembiayaan bermasalah ? 

S: Pembiayaan bermasalah ya… mmm pasti disetiap lembaga keuangan pernah 

mengalami pembiayaan bermasalah. Pendapat saya itu si sudah wajar terjadi 

mba, bagaimana cara mengatasinya tergantung dari pihak lembaga itu sendiri 

sih. Disini juga banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tapi 

nyatanya masih bisa beroperasi, mmm jadi bagaimana lembaga keuangan itu 

mengatasinya si.  

N: kalau boleh tau berapa banyak nasabah yang mengalami pembiayaan 

bermasalah disini pak ? 

S: Jumlah nasabahnya ya, ee cukup banyak si mba, tahun 2018 aja ada 175 

nasabah dari 300an lebih nasabah, tahun 2019 turun menjadi 125 nasabah, 

tahun 2020 malah naik jadi 137 nasabah. Turun naiknya nasabah bisa dilihat 

disini mba  (menunjukkan tabel NPF) alhamdulilahnya si disini masih bisa 

terkendali karna masih dibawah 5%. Walaupun mengalami kenaikan tapi tidak 

terlalu naik, nih ditahun 2019 1,75% kemudian ditahun 2020 Cuma naik 

beberapa persen tok jadi 2%. Penurunannya itu di tahun 2019, yang di tahun 

2018 2,35% tahun 2019 menjadi 1,75%. Semua ini sudah termasuk 

dikategorikan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan sama macet. 

Alhamdulilahnya juga ditahun 2020 ini dikategorikan dalam perhatian khusus 

mba, karna cuma telat bayar angsuran sampai 90 hari.  

N: begitu, baik pak. Lalu apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya 

pembiayaan bermasalah ? 

S: faktor terjadinya itu ada dua mba. Faktor internal sama faktor ekstermal. ee 

sebenernya faktor penyebabnya dari kita sendiri si mba faktor, tapi penyebab 

lainnya dari eksternal kaya usahanya lagi menurun akibat pandemi seperti itu 

atau malah ngga buat usaha tapi buat kepentingan yang lain. Selain itu juga 

karena musibah, disini juga pernah ada kejadian musibah kebakaran rumah 



 

 
 

nasabah yang menjadi rusak dan tempat buat usahanya juga ikut rusak, barang 

dagangannya pun ikut kebakar hampir tak tersisa, alhamdulilahnya  kebakaran 

ini hanya sekali mba. 

N: kalau boleh tau pak, untuk faktor internalnya itu apa saja pak ? 

S: ee kurangnya dalam ketelitian prosedurnya si dari kita mba. SDM nya yang 

kurang teliti dalam melakukan pencairan dana.  

N: lalu bagaimana pak menghadapi faktor eksternal yg kebakaran itu pak ? 

S: kita menyarankan untuk merestrukturisasi atau perpanjangan waktu 

angsuran, kasihan nasabah juga butuh waktu buat merenov rumahnya yg 

kebakar. Kita si hanya bisa memberi itu aja mba. 

N: baik pak. Lalu bagaimana pendapat bapak tentang menanggapi nasabah 

yang pembiayaannya tidak digunakan untuk keberlangsungan usahanya ? 

S: sebenernya banyak nasabah yang melakukan pembiayaan disini mba, tapi 

ya itu banyak juga nasabah yang tidak digunakan semestinya. Wong namanya 

pembiayaan musyarakah itu ya buat usaha, kita yang memiliki modal 

memberikan kepada nasabah dengan adanya bagi hasil yang disepakati 

bersama. Tapi itu terserah nasabah si, tapi seharusnya digunakan untuk usaha 

biar ngga terjadi pembiayaan bermasalah. ee kalau dana tersebut tidak 

digunakan untuk usahanya, dan mengalami pembiayaan bermasalah maka 

kami akan menggunakan akad addendum atau akad tambahan, akad itu untuk 

memperbaiki, mempermudah, dan merubah nasabah dalam menghadapi 

pembiayaan bermasalah. Akad addendum bisa mengalihkan data yang 

menyangkut perjanjian atau merubah syarat ketentuan yang ada dalam 

perjanjian.  

N: bagaimana prosedur dalam pemberian pembiayaan pak ? 

S: untuk prosedurnya ya kita menyaring dulu nasabah dari cara interview 

mendalam, lalu nasabah menyiapkan syarat-syarat, setelah itu kita cek 

kelengkapannya lalu di teliti oleh mas Irsyad, kemudian ke saya, baru bu Siti. 



 

 
 

Kalau untuk pencairannya kita pantau dulu mba kurang lebih sampai 

semingguan mba. Kalau sekiranya sudah seminggu dan sudah cair sehari 

setelahnya biasanya kita cek sowan kerumah nasabah atau dengan ngobrol di 

telephone. Bukannya kepo ya mba, tapi ini sudah prosedurnya.  

N: itu prosedurnya ya pak. Lalu bagaimana cara menganalisis nasabah yang 

akan melakukan pembiayaan disini pak ? 

S: iya itu tadi, dengan interview secara mendalam. Menganalisis 5 C, karekter, 

kemampuan, kondisi aset atau modal, nilai atau jaminan, sama kondisi luar dari 

nasabah itu sendiri. Dilakukan interview mendalam biar kita tau yang 

sebenarnya dari nasabah, tidak ada kebohongan dari nasabah. Kadang juga 

sudah interview mendalam masih ada aja yang bohong mba. 

N: begitu ya pak, hehe. BMT ini letaknya cukup strategis ya pak, tapi disini 

juga banyak lembaga keuangan selain BMT disini. Apakah adapersaingan pak 

? lalu bagaimana menghadapi persaingan tersebut pak ? 

S: oh iya mba, persaingan tentu pasti ada la mba apalagi BMT bukan hanya 

sini tok, terus ada bank konvensional juga disini. Cara mengatasinya yakita 

meningkatkan pelayanan kepada nasabah, pelayanannya yang simpel, cepat, 

tidak membuat nasabah bingung dan ribet. Dan yang terpenting ramah terus 

membantu dan memberi solusi pada nasabah, paling itu saja si mba. Adanya 

persaingan tersebut tidak membuat kita minder si mba tapi malah membuat kita 

optimis dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah kita.  

N: kembali lagi ke pembiayaan bermasalah pak. Hambatan apa aja yang 

dihadapi BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah pak ? 

S: ooo pasti ya ada aja mba hambatannya. Karakter setiap nasabah kan beda-

beda, kadang ada nasabah yang tidak mau melakukan yang disarankan kita. 

Seperti kita menyarkan untuk restrukturisasi atau perpanjangan waktu. Tau kan 

restrukturisasi mba ? Restrukturisasi ini tuh fasilitas untuk nasabah dalam 

memperpanjang masa tenornya. Adanya perpanjangan waktu angsuran 

memudahkan nasabah lebih ringan dalam menghadapi pembiayaan 



 

 
 

bermasalah, tapi ini juga akan merubah jumlah angsurannya karna 

diperpanjang tenornya. Seperti nasabah yang masih memiliki pembiayaan 5 

juta, yang harus di angsuran 5 kali, tapi tidak bisa membayarnya terus kita 

sarankan untuk perpanjangan waktu sesuai kemampuan nasabah, jika nasabah 

meminta 10 kali angsurannya berarti 5 juta dibagi 10 jadi 500 ribu, jadi nasabah 

mengangsur 500 ribu setiap bulannya dalam 10 kali, contoh gampannya seperti 

itu mba.  tapi jika cara restrukturisasi itu tidak ada respon, terus langkah kedua 

kita kasih surat peringatan ada SP 1 sampai SP 3, kalau langkah kedua tidak 

mempan kita kasih opsi untuk menyita atau menjual jaminan. Jika langkah 

ketiga itu belum mempan juga, yaa kita akan kejalur pengadilan, tapi ini belum 

pernah terjadi disini si mba. 

N: dalam menghadapi hambatan tersebut, solusi dan strategi apa yang 

dilakukan oleh BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut pak ? 

S: pasti yang pertama kita sowan kerumah nasabah mba buat bermusyawarah, 

sama melihat kondisi dan menanyakan penyebab terjadinya macet, 

menawarkan untuk jaminannya dijual, tapi kalau karna usahanya lagi turun 

karna adanya pandemi kita si sarankan untuk perpanjangan waktu dulu, tapi 

kalau karna hal lainnya kita tetep menyarankan untuk menjual jaminan itu. 

Kalau kalau tetep ngga mau menjual jaminan ya pakai langkah terakhir mba ke 

pengadilan, tapi ya itu alhamdulilahnya disini belum sempet ada yang ke 

pengadilan mba. 

Informan 2 

Tanggal Wawancara : 01 Febuari 2021 

Tmpat : BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga 

Indentitas Informan 2 

Nama  : Irsyadul ’Ibad 

Jenis Kelamin / Usia : Laki-laki / 33 Tahun 

Pendidikan : SMA 

Profesi / Jabatan : Pembiayaan Remidian 



 

 
 

Alamat : Karangbolong RT 10 RW 03 Kec. Bojongsari Kab. 

Purbalingga 

 

N: selamat pagi mas, langsung saja ya mas , hehe.. bagaimana pendapat mas 

irsyad tentang pembiayaan bermasalah ? 

I: pembiayaan bermasalah ya, hampir semua lembaga keuangan mengalami 

pembiayaan bermasalah sudah pasti itu. BMT ini juga mengalami pembiayaan 

bermasalah mba. Banyaknya nasabah dengan pembiayaan musyarakah yang 

mengalami pembiayaan bermasalah dari jumlah nasabah sekitar 350 , 157 

nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah mba. Cukup banyak yaa 

mba. 

N: iyaa mas, banyak juga. Lalu faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan 

bermasalah mas ? 

I: faktornya ya, sebenarnya dari kita nya mba, internalnya. SDM nya kurang , 

lalai mba, kurang teliti kepada calon nasabah, kurang pengawasan sama 

kesalahan saat prosedur pencairan mba. Tapi ada faktor eksternalnya mba, 

nasabah yang memanipulasi data. 

N: Nasabah yang memanipulasi data ? maksudnya bagaimana mas ?  

I: iya mba, memanipulasi data bukan arsip ktp atau apa, maksudnya 

memanipulasi tidak jujur apa adanya gitu mba terus mengada-ada mba. Seperti 

kita kan menginterview ke nasabah, harusnya kita meminta nota penjualan dan 

pembelian untuk melihat dan dicocokan, sama apa ngga. Pernah terjadi disini 

jadi sebenarnya nasabah itu penghasilan perharinya 800 ribu, dengan harga beli 

barangnya Cuma 100 ribu. Tapi bilangnya berpenghasilan 3 juta, terus tahu 

karna lihat dari nota pembelian dan penjualan. Maka itu faktornya sebenarnya 

dari internalnya mba. 

N: jadi begitu pak, internalnya yang kurang teliti. Lalu bagaimana prosedur 

dalam pemberian pembiayaan mas ? 



 

 
 

I: prosedur pemberian pembiayaan yang pertama dari marketing dulu yang 

mencari calon nasabah. Terus nasabah harus datang langsung kekantor, setelah 

semua persyaratan terpenuhi maka kelengkapan data dokumen itu dicek tiga 

kali. Pertama itu dicek saya dulu, lalu ke pak sobirin yang terakhir dicek sama 

bu siti. Dicek tiga kali karna data dokumen ini penting mba, karna ada 

perjanjian sama tanda tangannya jadi harus benar-benar dicek, kalau semua 

sudah aman langsung didokumentasikan. 

N: harus benar-benar dicek yaa mas. Bagaimana si cara menganalisis calon 

nasabah yang akan melakukan pembiayaan mas ? 

I: menganalisisnya ya dilakukan dengan interview nasabah secara mendalam 

mba. Dari semua 5 C itu, karakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi. 

Cara yang digunakan ya itu dengan melihat nota penjualan dan pembelian, 

terus menanyakan langsung berapa omsetnya belanjanya dimana lah dari situ 

bisa diliht jujur atau tidaknya nasabah. Selain itu kita juga mencari informasi 

ke tetangganya untuk memastikan mba. Selain karakter itu, kemampuan 

nasabah juga dilihat dari nota penjualan dan pembelian mba, bisa dilihat 

kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Untuk analisis modalnya 

sama aja dilihat dari nota pembelian sama penjualan. Sedangkan jaminan itu 

tergantung yang dijaminkan nasabah, contohnya jaminannya sertifikat tanah 

yang harganya 100 juta, tapi kita hanya memberi 80% dari harga jualnya itu. 

Tapi kebanyakan disini menjaminkan bpkb kendaraan, dengan maksimal 10 

tahun tenornya. Menganalisis Kondisi nasabah bisa dilihat dari lingkungannya 

pada saat kita interview kerumah nasabah. 

N: jadi menganalisisnya dengan inteeview mendalam dengan melihat nota 

penjualan dan pembelian. Lalu berapalamakah proses pencairan pembiayaan 

mas ? 

I: untuk prosesnya kurang lebih 5 samapi 7 hari dari persetujuan kelengkapan 

dokumen, pengecekan dan yang lain-lainnya mba. 



 

 
 

N: hampir satu minggu ya mas. Lalu apa hambatan yang dialami BMT dalam 

menghadapi pembiayaan bermasalah ? 

I: hambatannya banyak si mba, mmm salah satunya nasabah yg tidak beritikad 

baik mba. Seperti kita sudah memberi saran dengan bermusyawarah berbicara 

pada nasabah tapi tidak digubris. Terus kita memberikan surat peringatan 1 

samapi ke 3. Kalau-kalau tidak digubris lagi, kita akan menyita atau menjual 

jaminan yang dijaminkan. Kalau tidak digubris juga, kita menggunakan jalur 

pengadilan tapi belum pernah ada si mba yang menggunakan jalur pengadilan. 

N: untuk solusi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah itu seperti apa mas ? 

I: solusi menghadapi pembiayaan bermasalah yaa yang pertama kita sowan 

kerumah nasabah untuk mencari informasi penyebab terjadinya macet, sama 

bermusyawarah mba. Terus kita melihat dulu dari kemampuan nasabah, 

mampu atau tidaknya. Tapi kalau tidak mampu karena usahanya sedang 

menurun kita sarankan untuk merestrukturisasi atau perpanjangan waktu. 

Kalau ngga mau, maka kita akan ke langkah kedua, ketiga, keempat itu mba. 

Informan 3 

Tanggal Wawancara : 01 Febuari 2021 

Tempat  : BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga 

Identitas Informan 3 

Nama : Septi Setiani 

Jenis Kelamin / Usia : Perempuan / 30 Tahun 

Pendidikan : SMA 

Profesi / Jabatan : Administrasi 

Alamat : Metenggeng RT 07 RW 01 Kec. Bojongsari Kab. 

Purbalingga 

 

N: selamat pagi mba, langsung kepertanyaanya saja ya mba hehe.. bagaimana 

pendapat mba septi tentang pembiayaan bermasalah ? 



 

 
 

Se: selamat pagi, pendapat saya tentang pembiayaan bermasalah itu 

pembiayaan yang macet susah dihubungi dan angel mba. 

N: aa iya mba hehe.. lalu apa si faktor yang menyebabkan terjadinya 

pembiayaan bermasalah mba ? 

Se: menurut saya ya mba, faktor penyebabnya dari nasabah itu sendiri mba. 

Kaya pendapatan usahanya yg turun, banyak pengeluaran, bisa juga buat beli 

keperluan sendiri atau keperluan dapur bakhan ada juga yang dibuat beli motor. 

Kebanyakan nasabah itu ibu-ibu jadi agak curhat sedikit mba biasanya. 

N: iya mba hehe, lalu bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah 

tersebut mba ? 

Se: untuk menanganinya setau saya, restrukturisasi, terus dikasih surat 

peringatan, jaminan sama pengadilan yang terakhir mba. Saya bukan bagian 

yang seperti itu jadi kurang paham mba, lebih paham lagi sama pak sobirin atau 

sama mas irsyad. 

Informan 4 

Tanggal Wawancara : 11 Mei 2021 

Tempat : Rumah Ibu SN 

Identitas Informan 4 

Nama : SN 

Jenis Kelamin / Usia : Perempuan / 48 Tahun 

Pendidikan : SD 

Profesi : Pedagang 

Alamat : Karangbanjar RT 01 RW 01 Kec. Bojongsari Kab. 

Purbalingga 

 

N: selamat pagi , perkenalkan saya mahasiswa dari IAIN Purwokerto sedang 

mencari informasi. Maaf mengganggu kenyamanan, saya tau dari pihak BMT 

bu. Bisa diperkenalkan nama ibu siapa ? pekerjannya apa ? lalu bagaimana bisa 

terjadinya pembiayaan bermasalah ? 



 

 
 

Su: Nama saya Sunarni, pekerjaannya ngga ada mba cuma jadi pedagang aja 

mba. Pedagang es buah coklat keliling yang biasanya mangkal disekolah-

sekolah mba, tapi karna pendemi jadi sangat berdampak bagi saya mba, sekolah 

tutup, sekarang keliling tapi pemasukannya kurang. Dulu ya mba kalo ada anak 

sekolah saya bisa untung lumayan bisa juga buat ditabung. terus ditambah lagi 

ya mba, kebutuhan banyak buat dapur sama kebutuhan anak yang baru masuk 

sekolah SMP mba.  

N: Jadi penyebabnya karena banyaknya pengeluaran dan sedikitnya 

pemasukan karna pandemi ya bu. 

Informan 5 

Tanggal Wawancara : 07 Juni 2021 

Tempat : Rumah Ibu DQ 

Identitas Informan 5 

Nama : DQ 

Jenis Kelamin / Usia : Perempuan / 29 Tahun 

Pendidikan : SMA 

Profesi : Pedagang 

Alamat : Karangbanjar RT 11 RW 05 Kec. Bojongsari Kab. 

Purbalingga 

 

N: selamat pagi , perkenalkan saya mahasiswa dari IAIN Purwokerto sedang 

mencari informasi. Maaf mengganggu kenyamanan, saya tau dari pihak BMT 

bu. Bisa diperkenalkan nama ibu siapa ? pekerjannya apa ? lalu bagaimana bisa 

terjadinya pembiayaan bermasalah ? 

D: Nama saya Dinul Qoyimah, pekerjaan saya  berjualan jajanan disekolah 

dulunya, sama saya juga membuka warung kecil dirumah mba. Iya mau gimana 

lagi ya mba kebutuhan nya makin banyak si, banyak warung-warung juga 

disini pendapatannya jadi kurang mba. Apalagi pandemi terus ini si mba jadi 

ngga bisa jualan disekolah mba biasanya kan jadi ada tambahan. 



 

 
 

N: jadi faktornya itu karna penurunan keuangan yaa bu ? 

D: iya mba, susah sekarang. 

 

  



 

 
 

Lampiran 18 Gedung BMT Syirkah Muawwanah NU Bojongsari 

Purbalingga Jln. Raya Bojongsari, Dusun 2, Kec. Bojongsari 

Kab. Purbalingga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 19 Interview dengan Sobirin Selaku Keuta BMT Syirkah 

Muawwanah NU Bojongsari Purbalingga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 20 Interview dengan Irsyad ‘Ibad Staf Pembiayaan Remidial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 21 Interview dengan Septi Setiani Staf Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 22 Interview dengan Nasabah DQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 23 Interview dengan Nasabah SN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 24 Slip Setoran Simpanan 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 25 Slip Setoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 26 Slip Penarikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 27 Buku Simpanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Lampiran 28 Daftar Riwayat Hidup 

 

Nurul Tri Utari, lahir di Purbalingga pada tanggal 26 

Desember 1998. Anak ke tiga dari tiga bersaudara. 

Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak 

Kasrudin Al Diun dan Ibu Satiani. Penulis mulai 

menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Karang 

Banjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga pada tahun 2005 s.d 2011, dan 

melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 s.d 2014, dan SMA Negeri 1 Kutasari 

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 s.d 2017. Penulis selanjutnya 

menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto.  

 

 


